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ABSTRAK 

Maulana Ihsanullah, NIM 214102020027, 2025: Karakteristik Thin Capitalization 

Terhadap Teori Daya Pikul Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia. 

Kata Kunci : Thin Capitalization, Asas Daya Pikul, Pemungutan Pajak  

Penghindaran pajak adalah masalah yang tersebar luas. Salah satu 

contohnya adalah lemahnya kapitalisasi, yang dimanfaatkan oleh negara-negara 

dengan tarif pajak tinggi untuk mendapatkan insentif pajak atas bunga. Hal ini 

karena bunga atas utang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Jika 

praktik ini terus berlanjut dan tidak dikendalikan, hal ini dapat merugikan negara, 

seperti potensi kerugian yang mungkin diderita negara akibat penghindaran pajak. 

Wajib pajak diharapkan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka berdasarkan 

peraturan perpajakan. 

Skripsi ini berfokus pada hal-hal berikut: 1) Apa yang dimaksud dengan 

Thin Capitalization menurut hukum di Indonesia? 2) Apakah Thin Capitalization 

di Indonesia selaras dengan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak? 3) 

Bagaimana Seharusnya Pengaturan yang Ideal Thin Capitalization di Indonesia 

dimasa yang akan Datang? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Guna mengetahui 

dan menganalisa lebih dalam terkait dengan keberadaan Thin Capitalization 

menurut hukum (Peraturan Perundang-Undangan) di Indonesia). 2) Untuk 

mengetahui dan menganalisa keterkaitan Thin Capitalization di Indonesia dengan 

Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak. 3) Untuk mengetahui dan 

menganalisa Pengaturan yang ideal terkait dengan keberadaan Thin Capitalization 

di Indonesia dimasa yang akan datang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan 

dua pendekatan: pendekatan hukum, Pendekatan Perbandingan dan pendekatan 

konseptual. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, yang dibagi menjadi 

bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode 

analisis normatif untuk memastikan konsistensi antara aturan, perilaku, dan 

individu. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: 1) Menurut aturan, 

kelemahan dalam permodalan adalah keadaan di mana perusahaan meminjam 

lebih dari modalnya. Kelemahan dalam permodalan saat ini dapat diterima dan 

pada dasarnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, yang menyatakan 

bahwa rasio antara utang dan modal tidak boleh lebih dari satu banding empat 

(4:1). 2) Para pembayar pajak sering menyalahgunakan praktik modal yang lemah 

saat ini. Hal ini bertentangan dengan konsep dasar prinsip kemampuan membayar, 

yang mengharuskan penyesuaian beban pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi 

pembayar pajak dan pemerintah memungut pajak sesuai dengan prinsip keadilan. 

3) Terkait aturan perpajakan, terlalu banyak aturan menyebabkan 

ketidakkonsistenan dan kontradiksi. Contohnya adalah pajak yang dikenakan pada 

perusahaan terbatas, yang secara eksplisit menetapkan kontribusi modal sebesar 

50% (lima puluh persen), sedangkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-25/PJ/2017 mengizinkan kontribusi modal sebesar seperempat.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib 

pajak untuk mengurangkan penghasilan kena pajak secara legal dengan 

memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang ada di bidang perpajakan secara 

optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang 

diperkenankan, maupun manfaat atas hal-hal yang belum diatur, dan 

kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku
1
. 

Salah satunya adalah dengan cara Thin Capitalization. 

Thin Capitalization memanfaatkan negara dengan tarif pajak yang 

tinggi untuk mendapatkan pajak insentif dari bunga. Karena bunga utang 

dapat menjadi pengurang penghasilan pajak, Oleh karena itu, perusahaan 

dapat memanfaatkan insentif berupa pengurangan pajak pada tarif yang lebih 

tinggi akibat adanya beban bunga
2
. Namun hal ini jika terjadi terus menerus 

akan berpotensi mengurangi pendapatan pajak atau bahwa menimbulkan 

kerugian negara
3
. 

                                                           
1
 Apriansyah Sarif and Surachman Surachman, “THE EFFECT OF THIN 

CAPITALIZATION ON TAX AVOIDANCE WITH COMPANY SIZE AS A MODERATION 

VARIABLE,” Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneuship and Finance 2, no. 3 

(December 1, 2022): 309, https://doi.org/10.53067/ijebef.v2i3.77. 
2
 Rahmawati Dewi et al., “PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN TRANSFER 

PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PEMANFAATAN TAX HAVENS 

COUNTRY SEBAGAI VARIABEL MODERATING,” Jurnal Revenue 4, no. 1 (2023): 344, 

https://doi.org/10.46306/rev.v4i1. 
3
 Santy Fitnawati WN, Nuradia Fitria, and Arif Rahman, “Penghindaran Pajak Dan 

Pencegahannya,” ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2, no. 2 (February 

10, 2024): 192, https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.806. 
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Thin Capitalization adalah kondisi ketika perusahaan mendapat 

pendanaan lebih tinggi utang daripada modalnya
4
. Keberadaan Thin 

Capitalization saat ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 169/PMK. 010/2015 Tentang Penentuan Besarnya 

Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan 

Penghitungan Pajak Penghasilan, yang mengatur bahwa: 

1. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding 

satu (4: 1). 

2. Dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Wajib Pajak bank; 

b. Wajib Pajak lembaga pembiayaan; 

c. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi; 

d. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan 

minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan 

lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian 

kerjasama pengusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau 

perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan 

mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan 

                                                           
4
 Nathasya Gouwvara and Meinie Susanty, “PENGARUH THIN CAPITALIZATION 

DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK,” E-Jurnal Akuntansi TSM 

3, no. 2 (August 8, 2023): 293, https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2078. 
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e. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak 

Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-

undangan tersendiri; dan 

f. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur. 

Melalui aturan ini pemerintah ingin membatasi adanya praktek cara 

Thin Capitalization dengan membatasi besaran rasio utang dengan modal. 

Namun, banyak Perusahaan yang menggunakan hutang sebagai pembiayaan 

utama Dimana bunga pinjaman tersebut dapat digunakan Perusahaan untuk 

mengurangi penghasilannya sehingga pajak terutang perusahaan semakin 

kecil. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 Tentang Pelaksanaan Penentuan 

Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk 

Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan Dan Tata Cara Pelaporan Utang 

Swasta Luar Negeri, yang mengatur apabila Perusahaan memiliki hutang 

lebih dari ketentuan yang berlaku yaitu empat banding satu, maka beban 

bunga yang boleh dibebankan sebagai pengurang dalam perhitungan 

penghasilan kena pajak adalah beban bunga dari hutang yang sesuai dengan 

ketentuan empat banding satu tersebut
5
. 

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) mengatur 

bahwa Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

                                                           
5
 Sumayya Syahidah and Ning Rahayu, “Thin Capitalization Rules Di Indonesia, Studi 

Kasus Pada RS X,” Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi 2, no. 2 

(December 19, 2018): 168, https://doi.org/10.35837/subs.v2i2.312. 
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juta rupiah). Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) UU Perseroan terbatas mengatur 

bahwa Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. 

Selanjutnya dalam Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas Direksi wajib 

meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau 

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 

50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) 

transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 

Pengaturan dalam Pasal 32 dan Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan 

Terbatas nyata-nyata bertentang dengan pengaturan yang ada dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017, dimana UU Perseroan 

Terbatas mewajibkan adanya modal bersih yang harus disetor dan toleransi 

50% untuk kekayaan yang berupa utang, sedangkan dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 memberikan kesempatan adanya 

perbandingan modal sebesar empat banding satu. Hal ini kemudian jelas-jelas 

memberikan celah bagi wajib pajak untuk menggunakan mekanisme Thin 

Capilatization untuk menghindari pajak. 

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perpajakan 

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakanuntuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta tidak memperoleh imbalan 
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secara langsung dan dimanfaatkan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan 

masyarakat.
6
 Sehingga penghindaran terhadap pajak jelas hal yang 

seharusnya tidak dilakukan. 

Selain pandangan secara normatif, Menurut Sugianto Pajak 

merupakan suatu pungutan atau iuran wajib pajak yang dilakukan oleh 

individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang 

seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan undang-undang yang 

berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta 

untuk pembangunan daerah.
7
 Yang kemudian hasil dari pajak tersebut 

dimanfaatkan untuk sebesar-sebasarnya kemakmuran rakyat, namun 

terkadang banyak wajib pajak yang menghindari pajak dengan menggunakan 

berbagai cara yang sah secara peraturan perundang-undangan. 

Kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak perusahaan baik 

secara perseorangan atau berbadan sesuai dengan objek usaha yang 

dikembangkan, namun sebagian wajib pajak melakukan penghindaran pajak 

untuk meminimalisir ataupun mengurangi pembayaran pajak yang sering 

dikenal Tax Avoidance.
8
 Dalam penerapan penghindaran pajak merupakan 

tindakan yang diperbolehkan berlandaskan dengan Peraturan Perundang-

Undangan, dan wajib pajak menerapkannya untuk perusahaannya yang 

                                                           
6
 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan” (2021). 
7
 Khalimi and Darma Prawira, Hukum Pajak Dan Kepabean Di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2021), 3. 
8
 Agoestina Mapandang, Efek Tax Avoidance & Manajemen Laba Terhadap Nilai 

Perusahaan (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021), 32. 
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bertujuan meminimalisir jumlah pembayaran pajak yang harus dibayar
9
. 

Bahkan dalam penghindaran pajak sangat rentan sekali diterapkan oleh para 

wajib pajak yang berbadan usaha, sebagaimana juga terkait dengan penerapan 

ini juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang ataupun tidak melanggar 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dianggap sebagai bentuk 

pemanfaatan terhadap kekosongan hukum dalam Undang-Undang 

Perpajakan.
10

 

Namun dalam hal ini menimbulkan permasalahan, dimana sebagian 

wajib pajak menyalahgunakan penghindaran pajak dalam kewajiban 

pembayaran pajak terutama pada pembayaran pajak penghasilan atau yang 

berbadan, sehingga hal ini menjadi perbincangan dalam dunia perpajakan, 

apabila penyalahgunaan ini terus berlangsung maka berpotensi akan 

merugikan negara serta perolehan pendapatan negara juga akan berkurang. 

Oleh sebab itu, dalam dunia perpajakan menganjurkan untuk menggunakan 

Thin Capitalization dalam terjadinya konflik terhadap penghindaran pajak, 

Thin Capitalization merupakan salah satu cara untuk meminimalkan terhadap 

beban pajak yang dialami oleh para wajib pajak. Dengan adanya cara ini 

diupayakan agar bisa membantu seluruh wajib pajak dalam melakukan 

                                                           
9
 Gusti Agung Krisna Yoga Mahaputra Gusti and I Nyoman Putra Yasa, “Pengaruh Thin 

Capitalization, Intensitas Persediaan, Financial Lease, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax 

Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021,” JIMAT (Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha 15, no. 01 (April 3, 2024): 10, 

https://doi.org/10.23887/jimat.v15i01.50717. 
10

 Gina Harventy, “PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN,” Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan 6, no. 2 (December 19, 2017): 898–890, 

https://doi.org/10.22219/jrak.v6i2.06. 
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pembayaran pajak dengan rutin tanpa merasa terbebani dengan jumlah pajak 

yang harus dibayarnya
11

. 

Sebagaimana adanya potensi kerugian negara atas adanya 

penyalahgunaan penghindaran pajak (Tax Advoidance), Peran serta 

masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak 

berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam 

kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari 

tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Berbagai sebab yang 

menjadikan wajib pajak melakukan tindakan yang merugikan sektor 

penerimaan perpajakan, oleh karenanya tindakan penghindaran pajak sebagai 

pelemahan sektor penerimaan negara perlu untuk kemudian dilakukan 

pencegahan yang tentunya melibatkan semua pihak, baik itu dari pemeintah, 

private sector, sampai dengan wajib pajak itu sendiri
12

. Maka penulis ingin 

meneliti lebih lanjut masalah masalah yang terjadi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas yang sudah dipaparkan, 

maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang dimaksud dengan Thin Capitalization menurut hukum di 

Indonesia ? 

                                                           
11

 Siti Salwah and Eva Herianti, “PENGARUH AKTIVITAS THIN CAPITALIZATION 

TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK Siti,” Jurnal Riset Bisnis 3, no. 1 (2019): 30, 

https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.978. 
12

 Haidar Amma Alfaruqi, Dewi Kania Sugiharti, and Amelia Cahyadini, “PERAN 

PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI 

AKTUALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM BIDANG 

PERPAJAKAN,” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 3, no. 1 (2019): 114, 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.371. 
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2. Apakah Thin Capitalization di Indonesia selaras dengan Teori Daya Pikul 

dalam Pemungutan Pajak ? 

3. Bagaimana Seharusnya Pengaturan yang Ideal Thin Capitalization di 

Indonesia dimasa yang akan Datang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut:
13

 

1. Guna mengetahui dan menganalisa lebih dalam terkait dengan keberadaan 

Thin Capitalization menurut hukum (Peraturan Perundang-Undangan) di 

Indonesia). 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa keterkaitan Thin Capitalization di 

Indonesia dengan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan yang ideal terkait dengan 

keberadaan Thin Capitalization di Indonesia dimasa yang akan datang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebuah peran yang akan diberikan 

kepada masyarakat setelah penelitian selesai dan manfaat penelitian ini harus 

nyata. Diantaranya: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan keilmuan bagi 

siapapun yang ingin mengetahui mengenai perpajakan tentang konsep 

                                                           
13

 Tim Penyusun, “Pedoman Karya Ilmiah” (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember, 2024), 47. 
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Thin Capitalization dalam penyalahgunaan penghindaran pajak terhadap 

pendapatan negara. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan yang luas bagi peneliti mengenai perpajakan tentang konsep 

Thin Capitalization dalam penyalahgunaan penghindaran pajak 

terhadap dampak pendapatan negara. 

b. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

pembaca secara umum terkait konsep Thin Capitalization dalam 

penyalahgunaan penghindaran pajak terhadap dampak pendapatan 

negara. 

c. Bagi UIN KHAS Jember 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber bacaan dan 

ilmu pengetahuan baru bagi perpustakaan UIN KHAS Jember, terutama 

dalam bidang hukum ekonomi syariah. 

d. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemahaman 

bagi masyarakat (wajib pajak) dalam perpajakan terlebih dalam konsep 

Thin Capitalization dalam penyalahgunaan penghindaran pajak 

terhadap dampak pendapatan negara. 
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e. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refleksi untuk 

Pemangku kepentingan (Pemerintah melalui Kementerian Keungan, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Otoritas Jasa Keuangan) dalam penyusunan 

perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan pemungutan 

pajak yang lebih baik kedepan, khusunya dalam pengatuan Thin 

Capitalization. 

E. De©finisi Istilah 

Definisi istilah dalam skripsi memiliki tujuan untuk mengklarifikasi 

dan memberi pemahaman pemahaman yang tepat mengenai makna istilah-

istilah yang dipakai dalam konteks penelitian. Berikut beberapa istilah yang 

muncul pada judul penelitian skripsi ini, di antaranya: 

1. Karakteristik  

Karakteristik adalah sifat khas yang melekat pada seseorang atau 

objek. Secara etimologis, istilah karakteristik berasal dari bahasa Inggris 

'characteristic' yang berarti mengandung sifat khas. Secara bahasa, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakteristik diartikan 

sebagai mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. 

Karakteristik merupakan tanda, ciri, atau fitur khusus yang digunakan 

sebagai alat identifikasi untuk membedakan satu hal dengan hal lainnya.
14
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 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Online,” accessed May 23, 2025, https://www.kbbi.web.id/salahguna. 
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2. Perpajakan 

Perpajakan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

individu atau entitas kepada negara, bersifat memaksa sesuai dengan 

ketentuan undang-undang. Kontribusi ini tidak diberikan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai 

kesejahteraan rakyat yang optimal.
15

 

3. Thin Capitalization 

Thin Capitalization adalah praktik membiayai cabang atau anak 

perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal 

saham, Pinjaman dalam konteks Thin Capitalization ini merupakan 

pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak 

yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam.
16

 

4. Teori Daya Pikul 

Teori daya pikul menjelaskan pemungutan pajak sebagai biaya 

yang harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati perlindungan yang 

diberikan negara, yang dibayarkan dalam bentuk pajak. Berdasarkan pada 

nilai-nilai keadilan distributif, pajak yang dikenankan kepada masyarakat 

tergantung dari daya pikul masing-masing anggota masyarakat, 

                                                           
15

 Sotarduga Sihombing and Susy Alestriani Sibagariang, Perpajakan Teori Dan Aplikasi 

(Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), 2. 
16

 Ning Rahayu, “EVALUASI REGULASI ATAS PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK 

PENANAMAN MODAL ASING,” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 7, no. 1 (2010): 

64, https://doi.org/10.21002/jaki.2010.04. 
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masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi memiliki kewajiban 

membayar pajak (daya pikul) yang besar juga
17

. 

5. Penghindaran pajak 

Penghindran pajak merupakan salah cara yang dilakukan oleh 

wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan yang 

dapat berdampak terhadap kewajiban pajak perusahaan. Namun demikian 

dalam prakteknya sulit memberikan batas yang jelas tentang penghindaran 

pajak ini. Untuk mengoperasionalkannya, penulis menggunakan pendapat 

Dyreng, Hanlon & Maydew yang mendefinisikan penghindaran pajak 

secara luas yaitu segala sesuatu yang mengurangi pajak perusahaan relatif 

terhadap laba sebelum pajak. Istilah yang memiliki makna yang mirip 

adalah agresivitas pajak (tax aggresiveness). Agresivitas pajak perusahaan 

adalah skema atau pengaturan yang tujuan utamanya adalah untuk 

menghindari pajak yang tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-

Undang.
18

 

Menurut Gusti, tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang 

ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan 

kelemahan-kelemahan(loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. 

Pohan mengemukakan pengertian penghindaran pajak atau tax avoidance 

adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman 

                                                           
17

 Ida Bagus Agung Daparhita and Anak Agung Ayu Tini Rusmini Gorda, “EFEKTIVITAS 

PEMBERLAKUAN TARIF PROGRESIF BAGI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA 

MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK,” Jurnal Analisis Hukum 1, no. 1 (September 27, 

2020): 96, https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.244. 
18

 Sari Dewi, “Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia,” Owner 7, no. 3 (July 1, 2023): 

1913, https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1074. 
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bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, 

dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan 

kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang 

dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak 

yang terutang. Dapat disimpulkan bahwa taxavoidance merupakan 

tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk 

meringankan dan atau mengurangi beban pajaknya secara legal dengan 

memanfaatkan kelemahan undang- undang perpajakan yang berlaku.
19

 

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya untuk 

meminimalkan beban pajak secara legal. Penghindaran pajak dilakukan 

dengan menurunkan beban pajak (effective tax rate) dan/atau kas yang 

dibayarkan untuk pajak penghasilan (cash effective tax rate). 

6. Dampak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah 

benturan, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif 

maupun positif), benturan yang cukup hebat antar dua benda sehingga 

menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang 

mengalami benturan itu. Dampak positif adalah akibat baik/ pengaruh 

yang menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa 

yang terjadi sedangkan dampak negatif adalah pengaruh atau akibat yang 

dihasilkan yang cenderung memperburuk keadaan ataupun merugikan.
20

 

                                                           
19

 Aloisius Hama, ANALISIS KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK 

PENGHASILAN (Surabaya: Mitra Abisatya, 2020), 36. 
20

 Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.” 
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7. Pemungutan Pajak 

Pasal 1 ayat (1) UU Perpajakan tentang ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan mendefinisikan pajak sebagai: 

“kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.”  

 

Definisi ini dipakai luas dalam literatur hukum pajak Indonesia 

sebagai rujukan utama pengertian pajak dan menjadi dasar hukum 

pemungutan pajak
21

. Secara doktrinal, beberapa tulisan hukum pajak 

Indonesia merumuskan pemungutan pajak sebagai: 

1. Tata cara pemungutan pajak adalah cara yang ditempuh oleh fiscus 

(pemerintah) dalam memungut pajak agar pajak dapat terpungut 

sebaik-baiknya untuk mengisi kas negara dengan memperhatikan 

efisiensi, efektivitas, kesederhanaan, keadilan, dan kepastian hukum 

bagi wajib pajak
22

. 

2. Pajak dipandang sebagai perikatan yang lahir dari undang-undang 

yang mewajibkan orang yang memenuhi syarat untuk membayar 

sejumlah tertentu kepada negara, yang dapat dipaksakan, tanpa 

imbalan langsung, untuk membiayai penyelenggaraan negara
23

. 
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 Hamja Hamja, “DAMPAK PUNGUTAN PAJAK DILIHAT DARI SEGI HUKUM, 
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 I Nengah Suastika, “Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perpektif Hukum Pajak,” 

Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (February 2, 2021): 326, 
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 Fitri Raya, “Collection of Taxes by Hostage-Taking on Islamic Law Perspective,” 
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Dari rumusan tersebut, pemungutan pajak menurut ahli hukum 

pajak Indonesia dapat dirangkum sebagai Serangkaian tindakan 

pemerintah (fiscus) berdasarkan undang-undang untuk merealisasikan hak 

negara atas pajak, dengan cara yang efisien, efektif, sederhana, adil, serta 

memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak
24

. Dalam konteks 

penagihan, pemungutan pajak juga didefinisikan sebagai: 

Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak 

dan biaya penagihan, melalui teguran/peringatan, penagihan seketika dan 

sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, penyanderaan, dan 

penjualan barang sitaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
25

. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini berisi mengenai deskripsi alur 

pembahasan peneliti, agar pembaca lebih mudah untuk momahaminya. 

Sistematika pembahasan terbagi dalam tiga bab dengan penejelasan sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Merupakan 

pendahuluan yang menerangkan latar belakang perlunya dilakukan penelitian 

tentang Konsep Thin Capitalization terhadap Teori Daya Pikul Dalam 
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 Ramdanita Rumatiga et al., “LEGAL PROCEDURE OF TAX COLLECTION BY 

FORCING LETTER IN THE EFFORT TO SETTLEMENT OF TAX ARREARS BASED ON 

LAW NUMBER 19 OF 2000,” DE’RECHTSSTAAT 8, no. 2 (May 5, 2023), 

https://doi.org/10.30997/jhd.v8i2.6019. 
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Pemungutan Pajak di Indonesia, Pokok Permasalahan yang kemudian 

diuraikan melalui Konteks penelitian serta identifikasi permasalahan yang 

dapat dinarasikan melalui penelitian yang dirumuskan dalam Pertanyaan 

Penelitian/Fokus Penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Sebagai suatu 

kajian ilmiah, maka dalam bab ini dijelaskan kerangka pemikiran yang 

melandasi penelitian. 

BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini mendiskripsikan tentang 

penelitian terdahulu yang menjelaskan perbedaan dengan beberapa penelitian 

sebelumnya untuk memberikan pembanding sebagai bentuk pencarian 

kebaruan dari penelitian ini dan kajian teori Akan di uraikan tinjauan pustaka 

yang memiliki isi kerangka-kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai 

piasu analisis dalam memecahkan suatu permasalahan yang diatur dalam 

rumusan masalah sedang diteliti, tentang “Karakteristik Thin Capitalization 

Terhadap Teori Daya Pikul Dalam Pemungutan Pajak Di Indonesia” 

BAB III Metode Penelitian, Bab ini berisi pendekatan dan jenis 

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian, 

yang menguraikan atau menjelaskan model dari penelitian dan metode-

metode yang dipakai sebagai bahan untuk menjawab permasalahan-

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, guna mendapatkan jawaban 

arah dari pengaturan agar tercapai kepastian hukum dalam hal penerapan Thin 

Capitalization terhadap Teori Daya Pikul Dalam Pemungutan Pajak di 

Indonesia yang saat ini masih belum ada pengaturan yang secara tegas untuk 

penerapannya. 
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BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini menguraikan atau 

menjelaskan masalah atau obyek riset. Termasuk kasus yang menjadi obyek 

riset tentang apa yang menjadi landasan definisi dan pengaturan Thin 

Capitalization, korelasi antara Thin Capitalization dengan keberadaan Teori 

Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak, dan bagaimana Pengaturan yang Ideal 

untuk Thin Capitalization dalam Penyalahgunaan Penghindaran pajak. 

BAB V Penutup. Bab ini merupakan kristalisasi hasil kajian atau 

pemahaman peneliti terhadap permasalahan penelitian yang berisi 

kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan dan 

berdasarkan kesimpulan tersebut Penulis mengemukakan saran-saran teoritis 

atau rekomendasi tentang apa saja yang perlu dilakukan, antara lain hal-hal 

yang perlu diteliti lebih lanjut serta saran praktis.. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam rangka mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan Konsep 

Thin Capitalization Dalam Penyalahgunaan Penghindaran pajak Terhadap 

Dampak Pendapatan Negara terdapat beberapa penelitian terdahulu yang 

dapat digunakan sebagai referensi. diantaranya adalah yang berjudul: 

1. Tesis dari Luh Putu Adinda Matatilova, Mahasiswa (S2) Universitas 

Indonesia pada tahun 2009. Yang berjudul “Kajian Normatif Yuridis 

mengeai Peraturan Anti Penghindaran Pajak (Anti Avoidance Rule) 

menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan di Indonesia”. 

Penelitian tersebut membahas : Pertama, Mengapa Peraturan Pajak (Anti 

Avoidance Rule) yang dimiliki Indonesia saat ini belum Menyelesaikan 

Masalah Penghindaran Pajak ? Kedua, Faktor Apa Saja yang tidak 

Efektif dari Peraturan Anti Penghindaran Pajak (Anti Avoidance Rule) 

yang dimiliki Indonesia dalam Menangani Praktik Penghindaran Pajak?. 

Penelitian ini menghasilkan : Pertama, Menjelaskan Mengapa Peraturan 

Anti Penghindaran Pajak (Anti Avoidance Rule) yang dimiliki Indonesia 

Saat ini belum Menyelesaikan masalah Penghindaran Pajak, Kedua, 

Menganalisis Faktor Apa Saja yang tidak Efektif dari Peraturan Anti 

Penghindaran Pajak (Anti Avoidance Rule) yang dimiliki Indonesia dalam 

Menangani Praktik Penghindaran Pajak. Metode penelitian yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder.
27

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ini sama-sama 

meneliti mengenai pengaturan terhadap penghidaran perpajakan. 

sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu ini lebih fokus pada apa 

saja kelemahan yang ada dalam pengaturan yang diambil sebagai subjek 

penelitian, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada karakteristik thin 

capitalizatin terhadap keberadaan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan 

Pajak. 

2. Tesis Shafira Della Astrina, Mahasiswa (S2) Universitas Hasanuddin, 

pada tahun 2021. Berjudul “Asas Keadilan dalam Ketentuan Hukum 

Pajak Hotel Sebagai Instrumen Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota 

Makassar”. Penelitian tersebut membahas: Pertama, Apakah ketentuan 

dalam pengaturan pajak hotel sebagai instrumen pemungutan pajak 

rumah kos di Kota Makassar telah mencerminkan asas keadilan? Kedua, 

Bagaimana pelaksanaan pengaturan pajak hotel sebagai instrumen 

pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar sebagai cerminan asas 

keadilan?. Penelitian ini menghasilkan, Pertama. analisa dan evaluasi 

asas keadilan dalam ketentuan pengaturan pajak hotel sebagai instrumen 

pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar. Kedua, analisa dan 

evaluasi pelaksanaan pengaturan pajak hotel sebagai instrumen 

                                                           
27

 Luh Putu Adinda Matatilova, “Kajian Normatif Yuridis Mengeai Peraturan Anti Penghindaran 

Pajak (Anti Avoidance Rule) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Di Indonesia” 

(Universitas Indonesia, 2009), https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/133332-T35178-Luh 
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pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar sebagai cerminan asas 

keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis 

normatif. Dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan 

sekunder dan bahan hukum tersier
28

. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama 

meneliti mengenai pelaksanaan pemungutan pajak yang ada di Indonesia, 

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap 

penggunaan pisau analisa dimana penelitian terdahulu menggunakan 

Asas Keadilan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada karakteristik 

thin capitalizatin yang dijawab menggunakan Teori Daya Pikul dalam 

Pemungutan Pajak. 

3. Skripsi Willsen Pangestu, Mahasiswa (S1) Universitas Krisnadwipayana, 

pada tahun 2021. Berjudul “Pelaksanaan Tax Avoidanca dalam Sistem 

Perpajakan di Indonesia”. Penelitian tersebut membahas: Pertama, 

Bagaimana Pelaksanaan Tax Avoidance menurut Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan? Kedua, Bagaimana Pengaruh 

Tax Avoidance pada Sistem Perpajakan di Indonesia?. Penelitian ini 

menghasilkan, Pertama. Menganalisa Pelaksanaan Tax Avoidance 

menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. Kedua, mengetahui Pengaruh Tax Avoidance pada Sistem 

Perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah 

                                                           
28

 Shafira Della Astrina, “Asas Keadilan Dalam Ketentuan Hukum Pajak Hotel Sebagai 

Instrumen Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Makassar” (Universitas Hasanuddin, 2021), 

https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13195/2/B022181056_tesis_08-12-2021 1-2.pdf. 
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penelitian yuridis normatif. Dengan cara pengumpulan bahan hukum 

primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier
29

. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama 

meneliti mengenai pelaksanaan Tax Avoidance yang ada di Indonesia, 

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap Tax 

Avoidance pada pajak penghasilan sebagaimana di atur dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Peghasilan, sedangkan 

penelitian ini lebih fokus pada karakteristik thin capitalizatin terhadap 

keberadaan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak. 

4. Skripsi Sardil Mutaalif, Mahasiswa (S1) Hasanuddin, pada tahun 2022. 

Berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK TERHADAP 

TINDAKAN PENYANDERAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PAJAK 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 

Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016)”. Penelitian tersebut membahas: 

Pertama, Bagaimanakah perlindungan hukum wajib pajak terhadap 

Penyanderaan dalam penegakan Hukum Pajak? Kedua, Bagaimanakah 

pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengandilan Pajak Nomor: 

Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016 dalam Penegakan Hukum Pajak?. 

Penelitian ini menghasilkan, Pertama. gambaran perlindungan hukum 

wajib pajak terhadap Penyanderaan dalam penagakan hukum pajak. 

Kedua, mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pengandilan 

pajak nomor: Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016 dalam penegakan 
                                                           

29
 Willsen Pangestu, “Pelaksanaan Tax Avoidance Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia” 

(Universitas Krisnadwipayana, 2021). 
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Hukum Pajak. menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian 

hukum Empiris yang merujuk pada studi kasus berupa putusan 

pengadilan pajak, dan juga wawancara langsung dengan wajib pajak 

yang bersangkutan dalam kasus pada putusan pengadilan pajak tersebut 

dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-

undangan, pendekatan social dengan studi lapangan, dan pendekatan 

kepustakaan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama 

meneliti mengenai Hukum Perpajakan yang ada di Indonesia, Sedangkan 

perbedaan penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap Penegakan 

hukum Pajak yang menelaah Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 

Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016, sedangkan penelitian ini lebih fokus 

pada karakteristik thin capitalizatin terhadap keberadaan Teori Daya 

Pikul dalam Pemungutan Pajak. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO PERSMAAN PERBEDAAN METODE 

1.  sama-sama 

meneliti 

mengenai 

pelaksanaan 

Avoidance Rule 

yang ada di 

Indonesia 

perbedaannya penelitian 

terdahulu ini lebih fokus pada 

apa saja kelemahan yang ada 

dalam pengaturan yang 

diambil sebagai subjek 

penelitian, sedangkan 

penelitian ini lebih fokus pada 

karakteristik thin capitalizatin 

terhadap keberadaan Teori 

Daya Pikul dalam 

Pemungutan Pajak 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah penelitian 

yuridis normatif. 

Dengan cara 

pengumpulan bahan 

hukum primer, 

bahan sekunder dan 

bahan hukum tersier 

2.  sama-sama 

meneliti 

mengenai 

pelaksanaan 

Perbedaan penelitian 

terdahulu ini lebih fokus 

terhadap penggunaan pisau 

analisa dimana penelitian 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah penelitian 

yuridis normatif. 
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pemungutan 

pajak yang ada di 

Indonesia. 

terdahulu menggunakan Asas 

Keadilan, sedangkan 

penelitian ini lebih fokus pada 

karakteristik thin capitalizatin 

yang dijawab menggunakan 

Teori Daya Pikul dalam 

Pemungutan Pajak. 

Dengan cara 

pengumpulan bahan 

hukum primer, 

bahan sekunder dan 

bahan hukum tersier 

3.  sama-sama 

meneliti 

mengenai 

pelaksanaan Tax 

Avoidance yang 

ada di Indonesia 

perbedaan penelitian terdahulu 

ini lebih fokus terhadap Tax 

Avoidance pada pajak 

penghasilan sebagaimana di 

atur dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Peghasilan sedangkan 

penelitin ini lebih fokus dalam 

praktik penghindaran pajak 

yang menggunakan cara Thin 

Capitalization untuk Tax 

Avoidance 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah penelitian 

yuridis normatif. 

Dengan cara 

pengumpulan bahan 

hukum primer, 

bahan sekunder dan 

bahan hukum tersier 

4.  sama-sama 

meneliti 

mengenai Hukum 

Perpajakan yang 

ada di Indonesia 

perbedaan penelitian terdahulu 

ini lebih fokus terhadap 

Penegakan hukum Pajak yang 

menelaah Putusan Pengadilan 

Pajak Nomor: 

Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2

016 

metode penelitian 

dengan tipe 

penelitian hukum 

Empiris yang 

merujuk pada studi 

kasus berupa 

putusan pengadilan 

pajak, dan juga 

wawancara 

langsung dengan 

wajib pajak yang 

bersangkutan dalam 

kasus pada putusan 

pengadilan pajak 

tersebut dengan 

menggunakan 

beberapa 

pendekatan yaitu 

pendekatan 

perundang-

undangan, 

pendekatan social 

dengan studi 

lapangan, dan 

pendekatan 

kepustakaan 
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Jika dilihat dari tabel diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa 

persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti lain pada tabel tersebut 

adalah sama-sama membahas tentang Tax Avoidance dan Thin Capitalization. 

Sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus terhadap penyalahgunaan 

penghindaran pajak (Tax Avoidance) berdasarkan peraturan perpajakan dan 

menganalisi terkait kesesuaian praktik perpajakan yang terjadi dengan 

prinsip-prinsip atau syarat hukum yang ditetapkan dalam Tax Avoidance.. 

B. Kajian Teori 

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, diperlukan sebuah 

kerangka teoritis (kajian hukum) yang berfungsi sebagai panduan untuk 

mengkaji serta menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini disajikan kerangka teori yang memberikan perspektif terhadap 

realitas hukum eksistensinya sebagai sebuah fakta. 

1. Teori pemungutan pajak 

Dalam literatur mengenai hukum pajak, terdapat beberapa teori 

yang menjadi landasan legitimasi (pembenaran) bagi negara dalam 

memungut pajak dari para warganya.
30

 Teori-teori yang berkaitan dengan 

pemungutan pajak tersebut Adalah: 

a. Teori kepentingan  

Pembagian tanggung jawab pajak kepada masyarakat 

didasarkan pada kepentingan individu masing-masing. Bahwasannya 

negara memiliki hak untuk memungut pajak dari warganya, karena 
                                                           

30
 Ayub Torry Satriyo Kusumo Pranoto, “Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha 

Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak,” Yustisia 5, no. 2 (2016): 395–414, 403. 



25 

 

 
 

para penduduk tersebut memiliki kepentingan terhadap negara. 

Semakin besar kepentingan yang dimiliki oleh penduduk kepada 

negara, maka semakin tinggi pula tingkat perlindungan yang diberikan 

oleh negara kepada mereka
31

. 

Teori ini sebaiknya dijadikan dasar bagi negara dalam menarik 

retribusi dari warganya yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan. 

Di sisi lain, penggunaan teori kepentingan sebagai landasan untuk 

pemungutan pajak tidak sepenuhnya akurat, karena banyak individu 

memperoleh berbagai manfaat dari aktivitas pemerintah. Jika teori ini 

diterima, maka akan terjadi ketidakadilan di mana warga miskin 

diwajibkan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

kaya. Hal ini dikarenakan orang miskin memiliki kepentingan yang 

lebih signifikan terhadap negara daripada orang kaya.
32

 

b. Teori bakti/ kewajiban pajak mutlak 

Menurut teori ini bahwasanya negara terbentuk karena terdapat 

suatu perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu).
33

 

Menurut teori ini, pembentukan negara terjadi melalui suatu 

kesepakatan dalam masyarakat (setiap individu). Masyarakat yang 

sepakat untuk mendirikan negara kemudian memberikan sebagian dari 

kekuasaan mereka kepada negara agar dapat memimpin dan mengatur 

kehidupan bersama. Dengan adanya kepercayaan tersebut, 

                                                           
31

 Nik Amah and M. Agus Sudrajat, PERPAJAKAN: TEORI & PRAKTIKUM, ed. Nik Amah 

(Madiun: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2021), 2. 
32

 Bustamar Ayza, Hukum Pajak Indonesia (Depok: Kencana, 2017), 62. 
33

 Amah and Sudrajat, PERPAJAKAN: TEORI & PRAKTIKUM. 
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pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara diartikan sebagai 

pengabdian kepada negara, yang bertugas untuk memenuhi 

kepentingan masyarakatnya.
34

 

c. Teori Daya Pikul 

 Teori daya pikul menjelaskan pemungutan pajak sebagai 

biaya yang harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati 

perlindungan yang diberikan negara, yang dibayarkan dalam bentuk 

pajak. Berdasarkan pada nilai-nilai keadilan distributif, pajak yang 

dikenankan kepada masyarakat tergantung dari daya pikul masing-

masing anggota masyarakat, masyarakat dengan penghasilan lebih 

tinggi memiliki kewajiban membayar pajak (daya pikul) yang besar 

juga
35

. 

2. Jenis-Jenis Penhindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Tax avoidance sebagai rekayasa “tax affairs” yang masih berada 

pada kondisi yang tetap dalam bingkai perpajakan. Namun, beberapa 

sumber menggambarkan tax avoidance sebagai praktik yang tidak etis, 

tidak sesuai dengan semangat peraturan karena skema Tindakan 

penghindaran pajak adalah tindakan mengurangi jumlah beban pajak 

yang harus dibayarkan kepada negara, Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tax avoidance sebagai rangkaian pernecanaan pajak yang 

                                                           
34

 Wirawan B. Ilyas and Richard Burton, Hukum Pajak (Jakarta: Kencana, 2008), 34. 
35

 Daparhita and Gorda, “EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN TARIF PROGRESIF BAGI 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK,” 96. 
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dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak terutang dengan 

memanfaatkan berbagai peluang atau celah peraturan yang berlaku
36

. 

Mengacu pada beberapa referensi dan sampai pada suatu titik 

kesimpulan bahwa skema penghindaran pajak sah-sah saja (legal) karena 

tidak melanggar ketentuan perpajakan. Beberapa ahli memiliki 

pengertian yang berbeda. Salah satunya yang didefinisikan oleh Justice 

Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat). 

Beliau merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa 

melanggar hukum. Sedangkan menurut James Kessler, tax avoidance 

dibagi menjadi 2 jenis
37

: 

a. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance), 

dengan karateristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk 

menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu. 

b. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax 

avoidance), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, 

untukmenghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu. 

Pada prakteknya banyak cara untuk menghindari adanya 

pembayaran pajak yaitu dengan cara transfer pricing, Thin 

                                                           
36

 Eva Nurul Ramdiani, Tri Gunarsih, and Etty Puji Lestari, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Tax Avoidance,” Owner 7, no. 2 (April 1, 2023): 1285, 

https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1367. 
37

 Nurfianti Nurfianti, Mursalim, and Asriani Junaid, “Persepsi Etis Atas Penghindaran 

Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Pada WPOP Di Wilayah BPJS Kesehatan 

KC Makassar,” Journal of Accounting and Finance (JAF) 2, no. 2 (September 15, 2022): 81, 

https://doi.org/10.52103/jaf.v2i2.1072. 
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Capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation, cara-

cara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Transfer pricing 

Transfer Pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam 

menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta 

tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh 

perusahaan
38

. Praktik transfer pricing pada dasarnya merupakan hal 

yang wajar dan normal dalam suatu bisnis. Kemudian istilah transfer 

pricing tersebut menjadi berarti konotatif karena biasanya transfer 

pricing berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Adanya abuse 

of transfer pricing atau transfer pricing manipulation. Transfer 

pricing menjadi salah ketika digunakan untuk tujuan penghindaran 

pajak.
39

 

Pada transaksi antar pihak independen biasanya wajar dan lazim 

(arm’s length principle) karena pihak penjual akan mempertahankan 

harga/laba pada tingkat yang setinggitingginya, dan pembeli akan 

mempertahankan harga/laba pada tingkat yang serendah-rendahnya, 

sehingga tercapai suatu mekanisme pasar atau yang dikenal sebagai 

pasar seimbang. Sedangkan dalam transaksi afiliasi tidak terdapat 

kekuatan permintaan atau penawaran yang sama dengan transaksi 

                                                           
38

 Kevin Bhuana Islami and Darminto Hartono Paulus, “UPAYA MEMINIMALISIR 

TRANSFER PRICING PADA HUKUM PERPAJAKAN INTERNASIONAL,” Jurnal RechtIdee 

17, no. 2 (2022): 313. 
39

 Andyan Zakiy Pradhana dan Arif Nugrahanto, “Agresivitas Pelaporan Keuangan Dan 

Penghindaran Pajak,” Jurnal Pajak Indonesia 5, no. 2 (2021): 90–101, 92. 
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independen. Grup usaha memiliki tendensi untuk mengatur suatu 

transaksi sehingga memenuhi manfaat ekonomi tertentu bagi grup 

usaha tersebut
40

. 

b. Thin Capitalization 

Thin Capitalization merupakan salah satu cara untuk 

menghindari adanya pajak, seperti yang dikemukakan oleh Price and 

Waterhouse Coopers yang merupakan firma konsultan keuangan 

termasuk melayani jasa perpajakan terbesar di dunia yang 

mendefinisikan Thin Capitalization sebagai berikut
41

: 

"Thin capitalisation is a consideration in cases where loans 

are obtained from related parties, the loans are continuously 

used within the company and the ratio of the loans to the 

shareholders' equity is high in comparison to similar 

companies in the same sector." 

 

(Thin Capitalization merupakan pertimbangan dalam kasus-

kasus dimana pinjaman-pinjaman yang diterima dari pihak yang 

memiliki hubungan istimewa, pinjaman tersebut terus berkelanjutan 

dan digunakan oleh perusahaan dan rasio dari pinjaman kepada 

pemegang saham adalah tinggi dibandingan dengan perusahaan 

dalam bidang yang sama) 

                                                           
40

 Yoga Tantular Rachman, Radhi Abdul Halim Rachmat, and Hafied Noor Bagja, 

“Tinjauan Pajak Atas Aktivitas Transfer Pricing Di Indonesia (Tax Review on Transfer Pricing 

Activities in Indonesia),” Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi) 12, no. 1 (June 

30, 2024): 20, https://doi.org/10.25157/je.v12i1.12665. 
41

 Fajar Budiman, “ANALISA PERATURAN ANTI PENHINDARAN PAJAK 

TRANSAKSI THIN CAPITALIZATION DALAM HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA” 

(Universitas Indonesia, 2011), 26, https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20369908-T38151-

Fajar Budiman.pdf. 
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Indonesia mengatur adanya Thin Capitalization, Aturan Thin 

Capitalization secara umum memiliki dua pendekatan yang dapat 

dilakukan yaitu melalui pembatasan jumlah utang (debt limitation) 

yang berpengaruh terhadap jumlah beban bunga yang dapat 

dikurangkan serta melalui pembatasan jumlah bunga (interest 

limitation) yang dapat dikurangkan dengan referensi rasio dari bunga 

terhadap variable lain.
42

 Jenis pendekatan yang pertama dapat dibagi 

menjadi dua jenis yaitu melalui pendekatan Arm’s Length dan 

pendekatan rasio/Debt to Equity Ratio (DER). Indonesia sendiri saat 

ini memiliki aturan Thin Capitalization yang berpedoman pada 

pendekatan pertama yaitu melalui Arm’s length test untuk 

menentukan jumlah utang bagi entitas yang memiliki hubungan 

istimewa dan DER untuk menentukan jumlah utang maksimal yang 

dapat diperhitungkan sebagai biaya. Di samping aturan tersebut 

Indonesia juga menerapkan withholding tax terhadap pembayaran 

bunga ke Subjek Pajak Luar Negeri (non-resident) di mana hal ini 

untuk mengalokasikan hak pemajakan Indonesia sebagai negara 

sumber
43

. 

Debt to Equity Ratio (DER) sendiri merupakan aturan yang 

paling umum digunakan oleh mayoritas negara di dunia dalam 

                                                           
42

 Reisa Mahardika dan Ferry Irawan, “The Impact Of Thin Capitalization Rules On Tax 

Avoidance In Indonesia,” Jurnal Pajak Indonesia 6, no. 25 (2022): 651–662, 653. 
43

 Alif Radix Tegar Sejati, “Cukup Kuatkah Indonesia Menghadapi Thin Capitalization,” 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018, https://www.pajak.go.id/id/artikel/cukup-
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menghadapi upaya Thin Capitalization. Kesederhanaan dalam 

penggunaan DER mungkin menjadi salah satu alasan banyak negara 

menggunakan aturan ini sebagai Thin Capitalization Rule. Indonesia 

di tahun 1984 saat pertama kalinya memperkenalkan DER 

menetapkan besarnya perbandingan utang dan modal maksimal 

sebesar 3:1 namun beleid ini ditangguhkan hanya beberapa bulan 

setelah ditetapkan. Tahun 2015 Indonesia akhirnya merilis aturan 

DER melalui PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan 

Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk 

Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, setelah bertahun-tahun 

terdapat lubang besar dalam Specific Anti Avoidance Rules (SAARs) 

khususnya Thin Capitalization.
44

 Besarnya perbandingan utang dan 

modal menurut ketentuan terbaru maksimal sebesar 4:1. Meskipun 

tidak ada standar internasional untuk menentukan formula dari 

besarnya rasio yang digunakan, Indonesia sendiri terlihat lebih 

memberikan ruang bagi wajib pajak dalam berekspansi karena 

kebanyakan negara-negara menggunakan rasio DER sebesar 3:1.
45

 

c. Treaty shopping 

Adanya Treaty Shopping lekat dengan adanya P3b, P3B 

merupakan kesepakatan untuk membagi hak pemajakan diantara 

negara yang melakukan perjanjian. P3B mengandung kemudahan-

                                                           
44

 Lasmarito Siringoringo, “Analisis Debt To Equity Ratio Pada Perusahaan 

Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” (2020. 4). 
45

 Sejati, “Cukup Kuatkah Indonesia Menghadapi Thin Capitalization.” 
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kemudahan atau manfaat perpajakan yang ditujukan untuk bagi 

pelaku usaha yang berkedudukan di negara mitra P3B. salah satu 

manfaat P3B adalah pengenaan tarif pajak yang lebih rendah daripada 

berdasarkan peraturan pajak domestik negara yang berhak 

memajaki
46

. 

Treaty shopping merupakan suatu skema untuk mendapatkan 

manfaat P3B yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya tidak 

berhak. Penghindaran pajak melalui treaty shopping terjadi karena 

lemahnya peraturan yang ada dalam P3B, sehingga menimbulkan 

celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berhak atas 

manfaat-manfaat P3B, misalnya mendapatkan tarif pajak yang lebih 

rendah dari tarif yang seharusnya dikenakan oleh negara sumber 

penghasilan
47

. 

Secara definisi, Stef van Weeghel memberikan definisi terkait 

dengan Treaty Shopping bahwa
48

: 

“treaty shopping connotes a situation in which a person who 

is not entitled to the benefits of a tax treaty makes use in the 

widest meaning of the word- of an individual or legal person 

in order to obtain those treaty benefits that are not available 

directly.” 

                                                           
46

 Anthony Tiono and R. Arja Sadjiarto, “PENENTUAN BENEFICIAL OWNER 

UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK 

BERGANDA,” Tax & Accounting Review 3, no. 2 (2013): 2, 
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Dengan kata lain, treaty shopping mengandung arti suatu 

situasi dimana suatu pihak (person) yang tidak berhak mendapatkan 

fasilitas P3B menggunakan dalam arti yang paling luas individual 

atau legal person lain untuk memperoleh fasilitas P3B yang 

sebenarnya tidak tersedia langsung untuk pihak (person) tersebut. 

Pendapat lain, yaitu dikemukakan oleh Richard J. Vann dalam 

Thuronyi menjelaskan praktik treaty shopping sebagai berikut
49

: 

“A resident of a country that does not have a tax treaty with a 

particular developing or transition country can simply 

incorporate a subsidiary in another country that does (usually 

one with which the investor’s country also has a treaty) and 

route its investment through that subsidiary, which will be 

entitled to the reduced tax rates and other protections 

available under the treaty.” 

 

Praktik treaty shopping dilakukan oleh penduduk suatu negara 

yang tidak memiliki tax treaty mendirikan anak perusahaan di negara 

yang memiliki tax treaty dan melakukan kegiatan investasinya 

melalui anak perusahaan tersebut, sehingga investor tersebut dapat 

menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya 

yang tercantum dalam tax treaty tersebut. 

Dari pendapat-pendapat di atas adanya Treaty Shopping 

dilakukan melalui Langkah antisipasi yang banyak dilakukan adalah 

melalui penerapan konsep beneficial owner. Beneficial owner 

disepakati sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk 
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mendapatkan manfaat P3B. Dalam common law, terminologi 

kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan secara hukum 

(legal ownership) dan kepemilikan secara faktual (beneficial 

ownership). Dalam common law dijelaskan bahwa definisi beneficial 

owner adalah pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa 

adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang 

hukum. Konsep ini digunakan dalam secara internasional dalam 

OECD Model Tax Convention tahun 1977. 

d. Controlled foreign corporation 

Controlled Foreign Companies merupakan entitas yang 

didirikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dimana Wajib Pajak 

tersebut memiliki kendali atas entitas tersebut. Penghindaran pajak 

melalui skema Control Foreign Corporatioan (CFC) merupakan 

upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya 

atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan cara menahan 

laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. 

Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan 

mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat 

dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan/ 

ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi 
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perusahaan tersebut jika badan usaha di luar negeri didirikan di 

negara tax haven atau low tax jurisdiction
50

. 

Praktik CFC adalah cara WPDN demi menekan beban pajak 

yang disetorkan atas investasi yang dsetorkan di luar negeri. Praktik 

CFC yaitu membiarkan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan 

luar negeri dan tidak membagikan laba ke shareholders dan dijadikan 

sebagai laba ditahan. Laba tersebut ditangguhkan untuk periode 

tertentu sehingga pengenaan pajak akan berkurang. Penghindaran 

pajak yang dipraktikkan oleh perusahaan merupakan aplikasi dari 

theory of planned behaviour.
51

 Theory of planned behaviour 

menjelaskan sikap yang timbul karena adanya niat dalam berperilaku 

tersebut. Teori of plannet behaviour menggambarkan perilaku wajib 

pajak untuk menghindari pajak namun tetap dalam koridor regulasi 

perpajakan. Semakin tinggi kepemilikan asing maka akan 

memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan tax avoidance
52

. 

Beberapa cara penhindaran pajak diatas yang sering 

digunakan adalah Thin Capitalization dan Transfer Pricing yang 

merupakan pendorong utama praktik penghindaran pajak. Thin 
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Capitalization digunakan dalam praktik penghindaran pajak karena 

bunga utang dapat menjadi pengurang penghasilan pajak (deductible 

expense). Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan insentif 

berupa pengurangan pajak pada tarif yang lebih tinggi akibat adanya 

beban bunga. Melalui praktik transfer pricing, perusahaan dapat 

mengatur harga transfer untuk transaksi dengan pihak yang memiliki 

hubungan istimewa sehingga mendorong perusahaan melakukan 

pengalihan laba antar perusahaan tersebut dengan tujuan untuk 

meningkatkan pendapatan global melalui tindakan penghindaran 

pajak
53

. 

3. Asas-asas dalam Pemungutan Pajak 

 Pemungutan Pajak memang menjadi pembahasan yang sangat 

kompleks karena berkaitan dengan kewajiban yang harus dibayarkan 

oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak sebagai instrumen vital dalam 

pengelolaan keuangan negara tidak dapat dilakukan secara sembarangan. 

Proses ini diatur oleh seperangkat asas dan didasari oleh berbagai teori 

yang telah berkembang seiring waktu. Asas-asas perpajakan berfungsi 

sebagai prinsip panduan untuk menciptakan sistem pajak yang adil, 

efisien, dan berkelanjutan, sementara teori-teori perpajakan memberikan 

landasan filosofis dan ekonomi mengenai justifikasi serta dampak dari 

pengenaan pajak. Pemahaman mendalam terhadap asas dan teori ini 
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krusial untuk menganalisis legitimasi, efektivitas, dan implikasi 

kebijakan perpajakan. 

 Pada uraian di bawah ini dijelaskan beberapa asas pemungutan 

pajak yang diambil dari pendapat para ahli ekonomi. Yaitu sebagai 

berikut
54

: 

a. Adam Smith 

1) Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara 

harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. 

Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

2) Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, 

sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 

3) Asas Convinience of Payment, pajak harus dipungut pada saat 

yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya 

disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat 

wajib pajak menerima hadiah. 

4) Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat 

mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih 

besar dari hasil pemungutan pajak. 

b. W.J. Langen 

1) Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus 

berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin 

tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. 
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2) Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan 

untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan 

umum. 

3) Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

4) Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak 

yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah 

yang sama (diperlakukan sama). 

5) Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak 

diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika 

dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak 

memberatkan para wajib pajak. 

c. Adolf Wagner 

1) Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya 

memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua 

kegiatan negara. 

2) Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: 

pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah 

3) Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa 

diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 

4) Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan 

(kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan 

(bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak. 
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5) Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-

undang. 

 Dalam konteks modern, asas-asas tersebut masih relevan 

untuk digunakan dalam konteks pemungutan pajak. Dimana dalam 

Penelitian modern seringkali mengeksplorasi bagaimana asas-asas ini 

diimplementasikan dalam berbagai yurisdiksi dan dampaknya 

terhadap kepatuhan pajak. 

 Sisi lain terdapat beberapa teori yang dapat digunakan 

dalam pemungutan pajak yang memberikan justifikasi filosofis dan 

ekonomi mengapa negara berhak memungut pajak dan bagaimana 

beban pajak seharusnya didistribusikan. Beberapa teori utama 

meliputi: 

1) Teori Asuransi (Benefit Theory): Pembayaran pajak menurut 

teori asuransi di ibaratkan seperti pembayaran premi karena 

mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang 

dan/atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan 

dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Akan tetapi, teori ini 

sudah banyak ditentang oleh beberapa para pakar. Alasan para 

pakar menentang teori ini adalah: (a) jika ada timbul kerugian 

tidak ada pergantian secara langsung dari negara, (b) antara 
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pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara 

tidak terdapat hubungan langsung
55

. 

2) Teori Daya Pikul (Ability-to-Pay Theory): Beban pajak untuk 

semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna 

bahwa pajak harus di bayarkan sesuai dengan “daya pikul” 

masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul 

ada dua yaitu (1) unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya 

penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, (2) 

unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 

materiil yang harus dipenuhi. Sehingga ketika seseorang 

berpenghasilan Rp10.000.000, namun pembayaran pajak 

penghasilannya berbeda. Karena juga harus mempertimbangkan 

jumlah tanggungan (misal status perkawinan dan jumlah 

tanggungannya). 
56

. 

3) Teori Pengorbanan (Sacrifice Theory): Teori ini merupakan 

pengembangan dari teori daya pikul, yang menyatakan bahwa 

beban pajak harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga 

pengorbanan yang ditanggung oleh setiap wajib pajak adalah 

sama, baik pengorbanan absolut, proporsional, maupun 
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marginal
57

. Teori ini mencari titik optimal di mana pajak 

meminimalkan total pengorbanan masyarakat. 

4) Teori Kepentingan (Interest Theory): Teori kepentingan 

diartikan bahwa negara yang melindungi kepentingan harta dan 

jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang 

harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini didasarkan pada 

kepentingan setiap orang termasuk perlindungan jiwa dan 

hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk 

melindunginya dibebankan pada masyarakat. Warga negara yang 

memiliki harta lebih banyak akan membayar pajak yang lebih 

besar, dan sebaliknya yang memiliki harta lebih sedikit membayar 

pajak lebih kecil untuk melindungi kepentingannya
58

. 

 Kombinasi dari asas-asas dan teori-teori ini membentuk kerangka 

konseptual bagi sistem perpajakan di berbagai negara. Desain kebijakan 

pajak yang efektif selalu berupaya menyeimbangkan tujuan penerimaan 

negara dengan prinsip keadilan dan efisiensi, yang didasari oleh 

pemahaman mendalam atas landasan teoritis ini. 

4. Pajak dan Hukum Islam 

 Secara bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah, 

yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban 
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tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan 

dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah 

dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para 

ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut 

sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara
59

. 

 Menurut Rasyid pada dasarnya, pajak (dharibah) sebagai sumber 

pendapatan negara, dalam Al-Quran dan hadis tidak dibenarkan, karena 

Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi 

ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi di mana 

zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, 

dibolehkan memungut pajak (dharibah) dengan ketentuan-ketentuan 

yang sangat tegas dan diputuskan oleh ahlil halli wal aqdi
60

. 

 Pajak (dharibah) merupakan salah satu bentuk mu’âmlâh dalam 

bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan 

masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). 

Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengani pajak 

(dharibah) dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan 

pendapat di kalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut 
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pajak (dharibah).
61

 Pihak yang pro berpendapat bahwa pajak (dharibah) 

diperbolehkan berdasarkan ijtihad yang bersumber dari dalil-dalil yang 

menyatakan bahwa ada keweajiban lain pada harta seorang Muslim 

selain zakat. Pihak kontra mengatakan bahwa pajak (dhraribah) tidak ada 

atau tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, argumentasi pihak yang 

kontra terhadap kewajiban pajak ini berlandaskan pada dalil-dalil bahwa 

tidak ada kewajiban pada harta kaum Muslimin
62

. 

 Selain zakat, karena zakat merupakan bentuk ibadah dan ketaatan 

kepada Tuhan, sehingga berkonsekuensi pada keimanan seorang hamba. 

Tujuan pajak dan zakat pada dasarnya sama, yaitu sebagai sumber dana 

untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata 

dan berkesinambungan anata material dan spiritual. Selain itu, Pajak 

merupakan salah satu kewajiban negara dalam sebuah negara muslim 

dengan alasan dana pemerintah mencukupi untuk membiayai 

pengeluaran yang oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut secara paksa 

dan kekuasaan semata. Melainkan karena adanya kewajiban kaum 

muslim yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, 

kelaparan dan bencana lainnya
63

. 
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 Secara etimologi
64

, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 

Dharibah, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضربا yang artinya: 

mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau 

membebankan, dan lain-lain. 

 Dalam Al-Quran, kata dengan akar kata da-ra-ba terdapat di 

beberapa ayat, antara lain pada Q.S Al-Baqarah (2): 61.: (Abd al-baqi, 

2008)  

  والمسكنة الذلة عليهم وضربت

Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan….. 

 Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi’il), sedangkan bentuk kata 

bendanya (isim) adalah dharibah (ضريبة), yang dapat berarti beban. 

Dharibah adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk 

jamaknya adalah dharaib (ضرائب). Ia disebut beban, karena merupakan 

kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam 

pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). 

Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan maslahah 

adh-daraaib (مسلحة الضرائب)
65

. 

 Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya 

memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan 

dharibah untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal 
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ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut 

secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagaian ulama menyebut 

kharaj merupakan dharibah.
66

 

 Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh 

Negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam 

bisa dikategorikan dharibah. Untuk memenuhi kebutuhan negara akan 

berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggagi tentara, dan 

lainlain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul 

alternatif sumber baru. Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi telah 

melahirkan perdebatan di kalangan para fukaha dan ekonom Islam, ada 

yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya.  

Keseluruhan pemaparan di atas memberikan pemahman, yang jika 

dikaitkan dengan pengertian Pajak dalam konteks kenegaraan modern 

memiliki peran krusial sebagai sumber pembiayaan utama untuk 

pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam tinjauan hukum 

Islam, konsep pajak seringkali memicu diskusi panjang mengenai 

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Secara fundamental, Islam 

memiliki mekanisme pungutan wajib yang disebut zakat, yang berbeda 

secara signifikan dengan pajak konvensional baik dari segi objek, tarif, 

maupun peruntukannya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji 
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bagaimana pajak dipandang dalam kerangka hukum Islam, termasuk 

legitimasi, batasan, dan perbandingannya dengan zakat.
67

 

Pajak (dharibah) dalam terminologi fikih kontemporer merujuk 

pada pungutan yang dikenakan oleh negara di luar zakat, yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan umum dan membiayai pengeluaran negara. 

Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang beragam mengenai 

kebolehan pajak. Sebagian besar menerima pajak sebagai suatu 

keharusan dalam kondisi tertentu, terutama ketika pemasukan dari zakat 

dan sumber-sumber baitul mal lainnya tidak mencukupi untuk 

membiayai kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Legitimasi pajak 

ini seringkali didasarkan pada prinsip maslahah mursalah (kebaikan 

umum yang tidak diatur secara spesifik dalam nas) dan siyasah 

syar'iyyah (kebijakan pemerintah yang sesuai syariat).
68

 

Imam Al-Ghazali, misalnya, dalam kitabnya Ihya' Ulumiddin, 

menyinggung tentang kebolehan pengenaan pungutan tambahan (selain 

zakat) dalam kondisi darurat untuk kepentingan umum, seperti 

pembiayaan perang atau perbaikan sarana publik, asalkan tidak 

memberatkan rakyat secara berlebihan dan dilakukan dengan adil
69

. 

Sementara itu, Ibn Taimiyyah menekankan bahwa pungutan yang 
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dilakukan oleh penguasa harus bertujuan untuk kemaslahatan umat dan 

tidak boleh bersifat zalim
70

. 

Namun, pembenaran pemungutan pajak ini tetap harus memiliki 

batasan yang jelas. Pajak tidak boleh menjadi alat untuk memperkaya 

penguasa atau kelompok tertentu, harus dikenakan secara adil, dan 

peruntukannya harus jelas untuk kemaslahatan umat. Selain itu, pajak 

tidak boleh menggantikan atau meniadakan kewajiban zakat, melainkan 

sebagai pelengkap dalam memenuhi kebutuhan negara.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Cara sistematis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam 

proses penemuan dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang dikaji disebut 

metode penelitian. Esensi dari sistem penelitian penggunaan pendekatan ilmu 

guna memperoleh data untuk tujuan dan manfaat yang telah ditentukan.
71

 

Pendekatan kualitatif dipilih sebagai pendekatan studi di mana peneliti aktif 

terlibat dalam pengumpulan data dan Peneliti memiliki peran sentral sebagai 

sarana penelitian. Teknik triangulasi digunakan untuk mengumpulkan data, 

analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian lebih berfokus pada 

interpretasi makna daripada pembuatan kesimpulan yang bersifat umum.
72

 Pupu 

Saeful Rahmat menjelaskan bahwa Cresswell J. mengutip Strauss dan Corbin 

yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai studi yang menghasilkan 

wawasan yang tidak bisa didapatkan menggunakan prosedur statistik atau 

pengukuran kuantitatif.
73

 

Sebagaimana mestinya bahwa untuk memudahkan penelitian, metode yang 

digunakan berpengaruh dalam menyelesaikan masalah dalam suatu kajian, metode 

penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif 

dimana hukum dikonsepkan sebagai norma-norma yang tertulis dalam 
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peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh negara atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku 

manusia yang dianggap sesuai norma. Norma-norma merupakan bagian dari 

otoritas yang sah dimata negara dan berlaku bagi setiap warga negara. 

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berdasarkan 

pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu kepada norma-norma 

yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan
74

. Penelitian ini 

menggunakan 2 (dua) macam pendekatan
75

 yakni pendekatan perundang-

undangan (Statue Approach) dan pendekatan konsep (Conseptual Approach). 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Dalam pendekatan perundang-undangan, telaah dilakukan dengan 

menganalisis seluruh hukum tertulis yang disahkan oleh negara. Analisis 

ini mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, dan dokumen sejenis lainnya. 

2. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan-

peraturan dan satu negara dengan negara lainnya mengenai hal yang sama. 

Di samping undang-undang, putusan pengadilan dan negara lain juga dapat 

diperbandingkan. Mengingat terdapat dua sistem hukum di dunia yaitu 

civil law dan common law. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk 

memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang yang 
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diperbandingkan. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan 

undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut. 

Namun, pendekatan perbandingan harus dilakukan terhadap dua hal yang 

sejajar (comparing apple to apple), yaitu peraturan atau regulasi pada 

tingkat yang sama.  

3. Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) 

Pada pendekatan konsep telaah dilakukan dengan menggabungkan 

beberapa konsep hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang 

kemudian diimplementasikan ke dalam suatu sudut pandang tertentu yang 

dapat dijadikan sebagai solusi atau menarik garis lurus dalam upaya 

menjawab masalah penelitian yang sedang dilakukan. 

Maka dalam penelitian ini peneliti akan mengamati secara langsung 

mengenai pengaturan Thin Capitalization yang seringkali dijadikan sebagai 

alasan untuk menghindari pajak, yang berpotensi merugikan negara jika 

terjadi terus-menerus meskipun hal ini kemudian tidak melanggar undang-

undang. 

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Untuk menjawab isu terhadap masaIah hukum yang sekaIigus 

memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneIiti 

membutuhkan sumber peneIitian yang disebut bahan hukum, baik bahan 
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hukum primer maupun sekunder
76

, Adapun bahan hukum yang digunakan 

sebagai berikut : 

1. Bahan Hukum Primer, sumber hukum yang menjadi landasan penelitian 

ini adalah bahan-bahan yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki 

kekuatan hukum.
77

 Bahan-bahan tersebut mencakup peraturan 

perundang-undangan, catatan resmi perjanjian, dan putusan pengadilan: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan 

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan 

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan 

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan 

f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
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Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi 

Undang-Undang 

g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK. 

010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang 

dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak 

Penghasilan 

h. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan 

i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan. 

k. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adaIah semua pubIikasi 

tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. PubIikasi tersebut 

terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau 
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beberapa permasaIahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi 

hukum, (b) bahan-bahan hukum, (c) jurnaI-jurnaI hukum dan (d) 

komentar-komentar atas putusan hakim. PubIikasi tersebut merupakan 

petunjuk atau penjeIasan mengenai bahan hukum primer atau bahan 

hukum sekunder yang berasaI dari kamus, ensikIopedia, jurnaI, surat 

kabar, dan sebagainya
78

. 

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam 

penyusunan penelitian ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah 

dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi bahan hukum, 

analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu 

hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang 

sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan 

telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah 

dikumpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi 

untuk menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi 

berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan
.79

 

D. Analisis Bahan Hukum 

Analisis data merupakan proses menyusun data dalam bentuk kalimat 

yang tersusun dengan rapi, jelas, dan mendetail, yang selanjutnya 
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diinterpretasikan untuk mencapai suatu kesimpulan.
80

 Analisis data dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai praktik 

perpajakan. Dalam upaya analisis data, Peneliti menggunakan analisis data 

preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran 

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah 

tertentu. 

Untuk menganalisa data yang didapatkan, akan digunakan metode 

analisa preskriptif analisis, merupakan cara untuk menemukan tujuan yang 

tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma 

hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu dengan 

norma
81

. 

E. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian yang dimaksud ialah tahapan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Pada titik ini peneliti 

menguraikan tahap-tahap pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan antara 

lain: 

1. Tahap pra penelitian 

Tahap ini terdiri dari beberapa proses: membentuk metode 

penelitian, mencari bahan kajian sebagai refrensi, menelaah terhadap 

kajian-kajian terdahulu yang didapat, mengajukan judul ke Fakultas 

Syariah memuat latar belakang, rumusan masalah, atau tujuan penelitian 

dan menulis proposal penelitian. 
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2. Tahapan pelaksanaan 

Dalam tahapan ini terdapat beberapa pelaksanaan yakni, 

mendalami pemahaman teks penelitian dan mempersiapkan diri, 

melakukan analisisa data-data dengan metode penelitian yang sudah 

ditentukan. 

3. Tahap Penyelesaian 

Tahap yang termasuk bagian dari langkah terakhir dalam 

penulisan laporan ataupun hasil penelitian. Setelah semua data 

dikumpulkan dengan melalui beberapa tahapan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Thin Capitalization menurut hukum di Indonesia 

1. Pengertian Thin Capitalization Berdasarkan Kamus Bahasa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pajak atau pungutan 

wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai 

sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan 

pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya
82

. Pajak 

merupakan sumber pendapatan yang memiliki peran yang sangat dominan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak merupakan 

pendapatan terbesar dalam suatu negara
83

. Menurut Rochmat Soemitro 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum
84

. 

Secara harfiah, istilah "Thin Capitalization" berasal dari bahasa 

Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini tidak 

ditemukan. Namun, jika diurai secara kata per kata, pengertian "Thin 
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Capitalization" berdasarkan kamus bahasa dan konteks ekonomi adalah 

sebagai berikut: Thin berarti "tipis". Capitalization berarti "kapitalisasi" 

atau tindakan mengkapitalisasi (menjadikan sesuatu sebagai modal). Jadi, 

secara harfiah, "Thin Capitalization" dapat diartikan sebagai kapitalisasi 

yang tipis atau permodalan yang tipis/kurang. Menurut Your 

dictionary.com memberikan definisi lebih lanjut tentang Thin 

Capitalization ini sebagai: “A financial structure heavily weighted toward 

debt, generally undertaken in order to gain the tax advantage of deducting 

interest expenses.” (Struktur keuangan yang lebih cenderung memberikan 

hutang, umumnya dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan dari sisi 

perpajakan dari pengurangan beban bunga).
85

 

Berkaitan dengan pemahaman adanya Thin Capitalization dalam 

kamus besar Bahasa Indonesia tidak memberikan pengertian yang secara 

baku, namun berkaitan dengan hal tersebut jika dipandang dari pengertian 

KBBI harus dipahami perkata sehingga mendapatkan pemahaman yang 

konkrit tentang pengertian dari keberadaan Thin Capitalization. 

2. Pengertian Thin Capitalization Berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan 

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Thin 

Capitalization secara eksplisit tidak didefinisikan, namun konsepnya diatur 

dalam ketentuan perpajakan sebagai upaya mencegah penghindaran 
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pajak
86

. Ketentuan Thin Capitalization diatur dalam Pasal 18 ayat (1) (3) 

dan (3a) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 

tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal 

Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan, yang 

menetapkan rasio maksimum utang terhadap modal sebesar 4:1 (80%)
87

. 

Jika rasio melebihi batas wajar, perusahaan dianggap tidak sehat, dan 

undang-undang mengatur adanya modal terselubung untuk perhitungan 

pajak. Meskipun penghindaran pajak melalui Thin Capitalization secara 

konseptual sah namun praktik ini dapat mengurangi pendapatan negara 

dan dianggap tidak dapat dibenarkan
88

. 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara 
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yang diberikan oleh warga negara atau pemilik usaha yang sungguh-

sungguh menjunjung tinggi hukum, tanpa menunggu persetujuan. dan 

melayani sebagian besar kebutuhan bangsa
89

. Berdasarkan beberapa 

definisi di atas, maka dapat digali ciri-ciri pajak adalah Arus uang (bukan 

barang) dari rakyat ke kas negara, Pajak dipungut berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan), Tidak ada timbal balik khusus atau 

kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan, dan Pajak 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi 

kemakmuran rakyat
90

. 

Selain itu Pajak sendiri memiliki pengertian yang berbeda apabila 

pajak dilihat dari sudut pandang kita. Para ahli dalam bidang perpajakan 

memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda, namun dari berbagai 

sudut pandang tersebut mempunyai definisi dan tujuan yang sama. ada 

beberapa definisi yang diungkapkan para ahli yaitu Menurut Undang-

undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
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undang, dengan tidak mendapatakan imbalan secara langsung dan 

digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
91

. 

Selain itu, Menurut Meliala Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan 

peran serta rakyat membiayai negara dan pembangunan nasional
92

. 

Selanjutnya Menurut Mardiasmo Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum
93

. Sedangkan Menurut Rosdiana dan 

Tarigan Pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut 

berdasarkan undang-undang, tanpa ada manfaat yang secara langsung bisa 

didapatkan oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan 

tata penerimaan yang baik
94

. 

Berdasarkan definisi para ahli dan menurut undang-undang, dapat 

ditarik kesimpulan ciri-ciri yang melekat pada definisi yaitu Iuran atau 

kontribusi wajib rakyat pada negara, Pajak dipungut oleh negara 

(Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah) berdasarkan undang-undang 

Yang pelaksanaanya dapat dipaksakan, Digunakan untuk membiayai 

pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan 
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Pemerintah, Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya 

kontraprestasi individu oleh Pemerintah atau tidak ada hubungan langsung 

antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu, 

Pemungutan pajak disebabkan adanya suatu kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang, dan Secara khusus, 

Undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemeretaan kesejahteraan 

rakyat) digunakan untuk kepentingan rakyat atau umum. 

Berdasarkan pengertian pajak sendiri, pajak tentunya sangat 

bermanfaat bagi Masyarakat, meskipun tidak dipungkiri beberapa 

masyarakat sangat keberatan untuk membayar pajak, hal itu diperuntukkan 

bagi wajib pajak yang biasanya tidak mengerti pentingnya pajak dan juga 

tidak patuh dalam membayar pajak. Pada kenyataanya, sesuai dengan 

penegrtian pajak sendiri, pajak sangat bermanfaat dan penting untuk 

kesejahteraan rakyat, karena dari uang rakyat, rakyat juga lah yang akan 

merasakan dan memakai fasilitasfasilitas yang berasal dari pajak, seperti 

pembangunan jalan, subsidi dan lain-lain. 

Pajak memiliki perbedaan perlakuan antara pembayaran dividen 

dan bunga. Perbedaan tersebut diantaranya adalah pembagian dividen 

tidak dapat dibiayakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena 

pajak, sedangkan beban bunga dapat dibiayakan. Biasanya imbal hasil dari 

penyertaan modal dikenakan pajak berganda, yaitu penghasilan dikenai 

pajak di tingkat laba perusahaan dan berikutnya dikenakan lagi di tingkat 
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pemegang saham Ketika didistribusikan sebagai dividen.
95

 Sedangkan 

bunga hanya dikenai pajak sekali, yaitu saat diterima oleh peminjam. 

Dalam dunia pajak internasional, bentuk penghindaran pajak tersebut 

disebut dengan Thin Capitalization. Untuk mencegah Thin Capitalization 

banyak negara yang menerapkan Thin Capitalization
96

. 

Dalam pelaksanaannya kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 yang mengatur bahwa untuk 

keperluan penghitungan Pajak Penghasilan besarnya debt to equity ratio 

ditetapkan setinggi tingginya 3:1.
97

 Namun demikian pelaksanaan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 kemudian 

dicabut melalui pengesahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

254/KMK.01/1985. Alasan pencabutan tersebut karena penentuan 

besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri untuk keperluan 

pengenaan pajak penghasilan yang berlaku umum dikhawatirkan akan 

menghambat perkembangan dunia usaha. Pada tahun 2015, kemduian pada 

tahun 2015 disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

PMK169/PMK.010/2015 yang mengatur bahwa batasan debt to equity 

ratio maksimal 4:1. 
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Dapat dilihat dari hasil penelitian ini bahwa Thin Capitalization 

memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghematan pajak pada 

perusahaan milik keluarga yang terdaftar di BEI dari tahun 2018 hingga 

2020. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh jumailah 

pada tahun 2020. Studi ini menemukan bahwa semakin banyak praktik 

undercapitalization, semakin tinggi beban bunga, yang secara alami 

memakan keuntungan perusahaan dan mengurangi pajak penghasilan yang 

terutang.
98

 

Thin Capitalization memiliki pengaruh positif terhadap tax 

avoidance. Pengamatan ini sependapat dengan bahwa Thin Capitalization 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Pemberlakuan Thin 

Capitalization di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh 

memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan 

perbandingan utang dan modal
99

. Kewenangan tersebut dituangkan dalam 

PMK 169/PMK.010/2015 yang menetapkan DER maksimal 4:1. Dalam 

praktiknya, aturan ini saling terkait dengan transfer pricing, sehingga 

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi apabila penggunaan 
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utang dinilai tidak wajar atau bertujuan menghindari pajak. Dimana 

kewenangan tersebut diimpelementasikan sebagai berikut
100

: 

1. Jika DER kurang sama dengan 4:1 maka bunga pinjaman dapat 

dikurangkan penuh (sepanjang wajar dan sesuai prinsip kewajaran). 

2. Jika DER lebih besar dari 4:1 maka bunga atas utang yang melebihi 

batas perbandingan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 

3. Untuk perusahaan afiliasi selain diuji DER, juga harus diuji kewajaran 

tingkat bunga (interest rate) sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman 

usaha (arm’s length). 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 

menyatakan bahwa “Negara Indonesia sebagai negara hukum” yang berarti 

membawa akibat yuridis bahwa segala penerapan tindakan pemerintah 

harus berdasarkan pada Pancasila. Tujuannya agar dapat mewujudkan tata 

kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib di mana 

kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa 

tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara 

kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). 

Pemungutan pajak sebagai suatu tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh 

pemerintah juga harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk dapat 

mewujudkan tujuan yang diharapkan negara. Nilai- nilai yang ada di 

dalam Pancasila selanjutnya dirumuskan menjadi produk hukum yang 
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lebih konkrit dan rinci untuk membenarkan tindakan pemungutan pajak 

yang dilakukan pemerintah. 

Produk hukum yang pokok dalam bidang perpajakan ada delapan 

yang meliputi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009, Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan (Selanjutnya disebut UU PPh), Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009, 

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 13 

Tahun 1985 tentang Bea Materai, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang 

Nomor 28 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang- Undang Nomor 

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
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Erat kaitannya dengan Thin Capitalization, bahwa adanya praktek 

tersebut karena pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan. 

Sehingga praktek-praktek penghindaran pajak banyak dilakukan oleh para 

objek pajak. 

3. Pengertian Thin Capitalization Berdasarkan Pendapat Ahli  

Sebelum melangkah lebih jauh pada Thin Capitalization, perlu 

diketahui terlebih dahulu pelaku atau yang dapat dikenakan pajak 

mengingat Thin Capitalization adalah dampak dari adanya badan usaha 

baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Di Indonesia 

terdapat beberapa jenis badan usaha yang di akui di Indonesia yaitu 

sebagai berikut: 

a. Perseroan Terbatas (“PT”) 

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, 

menjelaskan pada dasarnya suatu PT harus memenuhi syarat
101

: 

1) merupakan persekutuan modal; 

2) didirikan berdasar perjanjian; 

3) melakukan kegiatan usaha; 

lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk 

pengesahan pemerintah. Karena PT adalah persekutuan modal, maka 

pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang 

dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. 
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Terkait modal dasar, besarannya ditentukan berdasarkan 

keputusan para pendiri PT. Modal dasar PT harus ditempatkan dan 

disetor penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti 

penyetoran yang sah
102

. 

b. Yayasan 

Yayasan merupakan badan hukumyang terdiri atas kekayaan 

yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di 

bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai 

anggota. Yayasan bisa melakukan kegiatan usaha untuk menunjang 

pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha 

dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha
103

. 

c. Koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 

berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu 

sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan 

                                                           
102

 Ridha Wahyuni and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “KEDUDUKAN HUKUM 

PERJANJIAN DI DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BADAN 

USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA,” Acta 

Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 6, no. 1 (December 30, 2022): 53, 

https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059. 
103

 Umar Haris Sanjaya, “Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial Pada 

Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-Janda Indonesia 

Armalah Di Yogyakarta),” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 50, no. 2 (December 1, 

2016): 538, https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.242. 



68 

 

 
 

terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota 

koperasi
104

. 

Kemudian karakteristik badan usaha yang bukan berbentuk 

badan hukum yaitu tidak ada pemisahan antara kekayaan badan usaha 

dengan kekayaan pemiliknya.
105

 Jenis badan usaha bukan berbentuk 

badan hukum terdiri dari: 

1) Persekutuan Perdata 

Persekutuan perdata (maatschap) adalah perjanjian di mana dua 

orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke 

dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan 

yang terjadi karenanya. Karena persekutuan perdata merupakan 

badan usaha bukan berbentuk badan hukum, maka para sekutu 

bertanggung jawab secara pribadi sesuai kesepakatan mereka 

sendiri atau sesuai dengan ketentuan undang-undang
106

. 
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2) Firma 

Firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan 

suatu usaha di bawah satu nama bersama. Para anggota memiliki 

tanggung jawab renteng terhadap firma
107

. 

3) Persekutuan Komanditer (“CV”) 

Pada dasarnya perusahaan CV di Indonesia terdiri dari pesero aktif 

dan pesero pasif/komanditer. Pesero aktif bertanggung jawab 

sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif hanya 

bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam 

CV
108

. 

Irma Devita menerangkan apabila PD/UD akan "diubah" dengan 

jenis badan usaha lainnya, maka pendiri PD/UD tersebut dapat 

membuat Akta Pembubaran yang menyatakan bahwa terhitung 

sejak tanggal tertentu, PD/UD tersebut menyatakan diri bubar. 

Dengan akta ini, pendiri bisa mengajukan pencabutan atas izin 

yang telah/pernah dia peroleh
109

. 

Namun, apabila pendirian usaha tersebut tidak disertai Akta 

Notaris, tapi memiliki izin usaha lengkap, yang bersangkutan dapat 

membuat pernyataan berhenti dari usaha tersebut kemudian 
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melaporkan ke setiap instansi penerbit perizinan yang dimaksud 

agar secara administratif dan publik, PD/UD itu sudah dinyatakan 

berakhir sehingga kewajibannya selaku subjek pajak juga berakhir. 

Maka, pengusaha dapat mendirikan badan usaha yang sesuai 

dengan karakteristik dan visi misi yang diinginkan.
110

 

4) Perjanjian Kerja 

Pada dasarnya perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau 

lisan, sehingga suatu perjanjian kerja tidak harus dibuat secara 

tertulis. Namun khusus perjanjian kerja waktu tertentu, wajib 

dibuat secara tertulis. Agar perjanjian yang dibuat pengusaha 

dengan pekerja sah secara hukum, perjanjian itu haruslah 

memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata 

jo. Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu
111

: 

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b) Kemampuan atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka perjanjian kerja 

sah meski tidak dibuat secara tertulis. Implikasinya, telah terjadi 
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hubungan kerja antara kedua pihak. Jadi, pengusaha yang membuat 

perjanjian secara lisan dengan pekerja sudah merupakan perjanjian 

yang memiliki akibat hukum
112

. 

Erat hubungannya dengan perusahaan karena Thin Capitalization 

sendiri adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi 

kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil. Perusahaan dapat 

mengurangkan beban bunga, sehingga penghasilan kena pajakakan lebih 

kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa 

berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak
113

. 

Keberadaan usaha tidak terlepas dari modal yang digunakan, hal ini 

dikarenakan prinsip utama dari setiap usaha merupakan kebutuhan akan 

modal. Kebutuhan modal usaha dapat diperoleh dari pinjaman berupa 

hutang jangka panjang, dan penerbitan saham baru. Penggunaan modal ini 

disebabkan oleh perencanaan peningkatan kapasitas produksi
114

. Untuk 

mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba yang maksimal, salah 
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satu yang perlu diperhatikan yaitu keputusan pendanaan keuangan, karena 

hal ini sаngаt pеnting dalam kеlаngsungаn hidup
115

. 

Maka dari itu membiayai kelangsungan operasional perusahaan 

dibutuhkan modal yang tidak sedikit, sehingga penggunaan hutang dalam 

memenuhi kebutuhan modal ini bertujuan sebagai leverage atau pendorong 

kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan akan kesulitan merebut pasar 

atau melakukan ekspansi usaha jika perusahaan hanya mengandalkan 

modal atau ekuitas sendiri. Namun di sisi lain penggunaan hutang juga 

harus dapat dikontrol perusahaan, agar tidak terjadi hutang yang berlebih. 

Hal ini dikarenakan jika jumlah hutang melebihi jumlah ekuitas yang 

dimiliki, perusahaan akan memiliki resiko likuiditas yang tinggi
116

. 

Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial 

perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang 

jangka panjang dan utang jangka pendek serta modalsendiri yang menjadi 

sumber pembiayaan suatu perusahaan. Struktur modal berkaitan dengan 

pembelanjaan jangka panjang perusahahaan dalam rangka mendanai 

investasi perusahaan, yang mana pendanaannya sering dihitung 

berdasarkan besaran relatif dari sumber pendanaan
117

. 
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Disisi lain, Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki 

perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aset maupun modal sendiri. Profitabilitas suatu perusahaan 

menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Jika perusahaan memperoleh tingkat 

keuntungan yang tinggi, maka perusahaan cenderung akan menggunakan 

pendanaan secara internal. Sebaliknya jika perusahaan dengan tingkat 

keuntungan rendah akan menggunakan proporsi hutang lebih besar. Hal 

tersebut disebabkan karena besarnya dana internal yang dimiliki 

perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional 

perusahaan
118

. 

Selain itu terdapat Likuiditas dimaknai sebagai kemampuan 

perusahaan dalam pemenuhan liabilitas jangka pendek. Likuiditas 

mengacu pada posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, serta 

kemudahan dalam pembayaran tagihan yang sifatnya segera
119

. Sedangkan 

kebalikannya yaitu likuid atau perusahaan tidak dapat segera memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Perusahaan dengan rasio 

likuiditas tinggi cenderung akan mengurangi atau tidak menggunakan 
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hutang karena memiliki jumlah dana internal yang besar, sehingga akan 

lebih memilih untuk memaksimalkan penggunaan atas dana tersebut.
120

 

Struktur aktiva juga disebut struktur asset, maka struktur aktiva 

adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva 

tetap. Maka dari itu aktiva adalah segala sumber daya dan harta yang 

dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional 

perusahaan. Sehingga struktur aktiva memainkan peranan penting dalam 

menentukan pembiayaan perusahaan. Jika perusahaan memiliki struktur 

aktivayang tinggi maka menunjukkan semakin tinggi kemampuan 

perusahaan mendapatkan jaminan hutang jangka panjang. Perusahaan 

dengan struktur aktiva tinggi cenderung memilih menggunakan dana dari 

pihak luar atau hutang untuk mendanai kebutuhan modalnya. Hal ini 

dikarenakan perusahaan tersebut memiliki kemampuan dan fleksibilitas 

yang lebih untuk mengakses sumber dana eksternal sehingga cenderung 

meningkatkan hutang.
121

 

Taylor dan Richardson menyatakan bahwa aturan mengenai Thin 

Capitalization berbeda di setiap negara tergantung kepada kebutuhan dan 

kebijakan negara tersebut. Melalui aturan Thin Capitalization perusahaan 

dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga yang diperbolehkan 

sebagai pengurang penghasilan yang disebut dengan “maximum allowable 
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debt”. Undang-Undang PPh di Indonesia sudah mengatur mengenai Thin 

Capitalization, yaitu di pasal 18 ayat (1). Dalam pasal tersebut diatur 

bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai 

besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk 

keperluan penghitungan pajak berdasarkan UU PPh
122

. 

Menurut Khomsatun & Martani Thin Capitalization sangat erat 

kaitannya dengan struktur modal. Pada dasarnya Thin Capitalization 

merupakan pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi 

kepemilikan utang yang lebih besar dari modal. Selain itu Taylor & 

Richardson menjelaskan Thin Capitalization merujuk pada keputusan 

investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan 

mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal dalam 

struktur modalnya. Thin Capitalization dapat menjadi masalah dalam 

perpajakan karena adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan 

investasi utang. Untuk mengukur praktik Thin Capitalization peneliti 

menggunakan rasio utang terhadap modal (DER). Debt to Equity Ratio 

(DER) digunakan sebagai proksi dari Thin Capitalization yang diperoleh 

dengan cara membagi total utang dengan total ekuitas yang dimiliki 

perusahaan. Pengukuran tersebut mengacu pada penelitian Nugroho & 

Suryarini
123
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Price and Waterhouse Coopers atau biasa disingkat PWC sebagai 

firma konsultan keuangan termasuk melayani jasa perpajakan terbesar di 

dunia mendefinisikan Thin Capitalization sebagai berikut:  

“Thin capitalisation is a consideration in cases where loans are 

obtained from related parties, the loans are continuously used 

within the company and the ratio of the loans to the shareholders’ 

equity is high in comparison to similar companies in the same 

sector.”  

 

(Thin Capitalization merupakan pertimbangan dalam kasus-kasus 

dimana pinjaman-pinjaman yang diterima dari pihak yang memiliki 

hubungan istimewa, pinjaman tersebut terus berkelanjutan dan digunakan 

oleh perusahaan dan rasio dari pinjaman kepada pemegang saham adalah 

tinggi dibandingan dengan perusahaan dalam bidang yang sama) 

Gunadi menjelaskan lebih jauh tentang Thin Capitalization ini 

sebagai praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar 

dengan utang berbunga dari perusahaan yang mempunyai hubungan 

istimewa ketimbang dengan modal saham
124

. Thin Capitalization menurut 

Anang Mury Kurniawan adalah suatu skema penghindaran pajak dengan 

cara membuat struktur utang jauh lebih besar dari modal
125

. Sedangkan 

Menurut Taylor & Richardson mendefinisikan bahwa Thin Capitalization 

adalah suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh lebih besar 
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dibandingkan modal perusahaan
126

. Dari pendapat tersebut dapat dilihat 

bahwa pada intinya Thin Capitalization merupakan besaran modal dengan 

utang yang dapat dimainkan tujuannya untuk penghindaran pajak. 

4. Sejarah Perkembangan Thin Capitalization di Indonesia 

Pada awalnya pajak merupakan bentuk pemberian sukarela kepada 

penguasa. Namun seiring waktu, pajak berubah menjadi kewajiban wajib 

yang harus dipenuhi oleh rakyat. Rakyat membayar pajak dalam bentuk 

barang seperti padi, ternak atau hasil lainnya
127

. 

Konsep Thin Capitalization muncul sebagai respons terhadap 

fenomena penghindaran pajak (Tax Avoidance) yang dilakukan oleh 

perusahaan, terutama perusahaan multinasional (Multinational 

Corporations/MNCs). Secara historis, isu ini mengakar pada perbedaan 

perlakuan pajak antara pendanaan melalui utang (debt) dan modal (equity). 

Sejak awal hampir semua sistem perpajakan memberikan izin bagi bunga 

atas utang sebagai beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena 

pajak, sementara pembagian dividen (sebagai pengembalian atas 

modal/ekuitas) umumnya tidak dapat dikurangkan dan justru dikenakan 

pajak
128

. Perbedaan perlakuan ini menciptakan insentif bagi perusahaan 
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untuk memilih struktur modal yang lebih didominasi utang daripada modal 

sendiri, yang dikenal sebagai praktik Thin Capitalization
129

. 

Fenomena ini semakin mendesak di tingkat internasional dengan 

meningkatnya investasi asing dan kompleksitas transaksi antarpihak 

afiliasi (cross-border intercompany funding). Perusahaan multinasional 

memanfaatkan celah ini dengan memberikan pinjaman berlebihan dari 

perusahaan induk atau afiliasi di negara dengan tarif pajak rendah (atau 

dengan perjanjian pajak yang menguntungkan) kepada anak perusahaan di 

negara dengan tarif pajak tinggi. Tujuannya adalah untuk menggerus basis 

pajak di negara dengan tarif tinggi melalui pemotongan beban bunga 

(interest deduction), sebuah praktik yang sering disebut juga sebagai debt 

shifting
130

. 

Menanggapi kerugian basis pajak yang besar ini, banyak negara, 

termasuk Indonesia, mulai memperkenalkan Thin Capitalization Rules 

(Aturan Kapitalisasi Tipis) yang membatasi nilai maksimal biaya utang 

yang dapat dikurangkan. Di Indonesia, upaya ini telah dimulai sejak tahun 

1984 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984, 

dan peraturan terkini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

Nomor 169/PMK.010/2015, yang menetapkan batasan perbandingan 

                                                           
129

 Imelda Olivia and Susi Dwimulyani, “PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN 

PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL SEBAGAI  VARIABEL MODERASI,” in Prosiding Seminar Nasional Pakar 

(Universitas Trisakti, 2019), 167, https://doi.org/10.25105/PAKAR.V0I0.4337. 
130

 Jessica Chrysilla and Amelia Sandra, “Determinan Indikasi Tax Avoidance Perusahaan 

Multinasional,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas 25, no. 2 (July 31, 2023): 626, 

https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.440. 



79 

 

 
 

Utang terhadap Modal Sendiri (Debt to Equity Ratio/DER) setinggi-

tingginya 4:1.
131

 

Thin Capitalization adalah strategi pembiayaan perusahaan yang 

menyusun struktur modalnya sedemikian rupa sehingga proporsi utang 

jauh lebih besar daripada ekuitas/modal sendiri
132

. Meskipun struktur 

modal adalah keputusan bisnis yang sah, praktik ini menjadi perhatian 

otoritas pajak karena sering digunakan sebagai alat untuk penghindaran 

pajak (Tax Avoidance)
133

. Hal tersebut biasanya dilakukan atau 

dipraktekkan dengan beberapa mekanisme, seperti contoh sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan Pengurangan Beban Bunga, Utang menghasilkan beban 

bunga yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan 

memperbesar utang (khususnya pinjaman dari pihak afiliasi atau luar 

negeri), perusahaan dapat secara signifikan mengurangi laba kena 

pajak di negara domisili
134

. 

b. Pergeseran Laba (Profit Shifting), dalam konteks multinasional, bunga 

yang dibayarkan ke afiliasi di luar negeri seringkali dikenakan pajak 
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yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan di yurisdiksi afiliasi 

tersebut, sementara bunga tersebut berfungsi mengurangi basis pajak di 

negara pembayar. Ini memungkinkan pergeseran laba keluar dari 

yurisdiksi pajak tinggi
135

. 

c. Dampak terhadap Tax Avoidance, Sejumlah penelitian empiris di 

Indonesia menunjukkan bahwa Thin Capitalization cenderung 

berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, meskipun 

terdapat juga temuan yang sebaliknya. Praktik ini secara umum 

menciptakan gap antara laba akuntansi dan laba fiskal (pajak)
136

. 

Untuk mengatasi praktik ini, berbagai negara menerapkan TCR, 

yang bertujuan untuk menyamakan perlakuan utang dan modal sejauh 

menyangkut insentif pajak. Secara umum, TCR diimplementasikan 

melalui dua metode utama
137

: 

a. Pendekatan Rasio Utang terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio - 

DER): Ini adalah metode yang paling umum dan diterapkan di 

Indonesia. Jika rasio DER perusahaan melebihi batas yang ditetapkan 

(misalnya, 4:1), maka kelebihan bunga yang berasal dari utang di atas 
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batas rasio tersebut tidak diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan 

kena pajak dan harus dikoreksi positif. 

b. Pendekatan Lengan Wajar (Arm's Length Principle): Pendekatan ini 

menilai apakah jumlah utang dan beban bunga yang ditanggung 

perusahaan adalah wajar, seolah-olah transaksi tersebut terjadi antara 

pihak yang independen
138

. 

Efektivitas TCR dalam mengurangi penghindaran pajak menjadi 

topik perdebatan dan riset berkelanjutan
139

. Penelitian menunjukkan bahwa 

TCR berdampak pada perubahan struktur modal perusahaan, tetapi 

dampaknya terhadap tingkat penghindaran pajak (khususnya di perusahaan 

publik) masih bervariasi, dan faktor-faktor eksternal seperti krisis ekonomi 

dapat memoderasi pengaruhnya
140

. Sehingga penerapan TCR dinilai 

efektif untuk diterapkan agak mengurangi adanya Thin Capitalization. 

Pada pembahasan-pembahasan di atas memberikan pemahaman 

tentang Thin Capitalization adalah merujuk pada praktik penentuan 

struktur modal perusahaan yang secara sengaja diatur memiliki proporsi 

utang (debt) yang sangat tinggi dibandingkan dengan modal sendiri 
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(equity). Praktik ini, meskipun sering dikaitkan dengan penghindaran 

pajak, juga membawa konsekuensi ganda, baik manfaat positif dari sudut 

pandang perusahaan maupun dampak negatif dari perspektif perusahaan 

dan negara.
141

 

Adapun manfaat Positif dari penerapan Thin Capitalization sendiri 

adalah dampak Keuangan dan Fiskal bagi Perusahaan atau perseroan yang 

kemudian menerapkannya.
142

 Dari perspektif manajemen keuangan dan 

perencanaan pajak, struktur modal yang tipis (tinggi utang) memberikan 

beberapa keuntungan: 

a. Insentif Pajak (Tax Shield) 

Ini adalah manfaat utama dari Thin Capitalization. Beban bunga 

atas utang dapat dikurangkan (deductible) dari penghasilan kena pajak 

perusahaan, yang pada gilirannya akan mengurangi Pajak Penghasilan 

(PPh) yang terutang
143

. Insentif ini dikenal sebagai tax shield (perisai 

pajak). Semakin besar utang, semakin tinggi beban bunga, dan 

semakin rendah laba kena pajak perusahaan. 

b. Pengurangan Biaya Agensi (Agency Cost Reduction) 

Menurut Teori Agensi, utang dapat mengurangi masalah agensi 

antara manajer dan pemegang saham. Utang mewajibkan perusahaan 
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membayar bunga dan pokok pinjaman secara teratur, sehingga 

memberikan disiplin yang lebih ketat kepada manajemen untuk 

menghindari pemborosan kas (free cash flow)
144

. 

c. Peningkatan Return on Equity (ROE) 

Penggunaan utang yang proporsional dapat meningkatkan 

profitabilitas pemegang saham melalui mekanisme financial leverage 

(daya ungkit keuangan). Selama return atas investasi lebih tinggi 

daripada biaya bunga pinjaman, dana utang akan meningkatkan laba 

yang tersedia bagi pemegang saham, sehingga ROE meningkat.
145

 

Namun, hal tersebut juga menimbulkan dampak Negatif jika dilihat 

dari sisi Keuangan dan Dampak Fiskal bagi Negara dan juga berisiko 

terhadap perusahaan atau persero. Meskipun memberikan keuntungan 

pajak, praktik Thin Capitalization membawa risiko internal bagi 

perusahaan dan dampak buruk yang signifikan bagi penerimaan pajak 

negara. 

a. Peningkatan Risiko Keuangan (Financial Risk) 

Struktur modal yang terlalu tipis membuat perusahaan rentan 

terhadap tekanan likuiditas dan kebangkrutan (financial distress). 

Kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang yang tinggi dapat 
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menjadi beban yang tidak tertanggungkan, terutama dalam kondisi 

ketidakpastian lingkungan atau krisis ekonomi
146

. Perusahaan dengan 

Thin Capitalization yang tinggi cenderung memiliki risiko keuangan 

yang lebih besar. 

b. Peningkatan Biaya Agensi Tipe Kedua 

Walaupun utang memberikan disiplin, utang yang berlebihan 

dapat memicu konflik agensi antara pemegang saham dan kreditur 

(debt holders). Pemegang saham mungkin terdorong untuk mengambil 

proyek berisiko tinggi (risk shifting) karena potensi keuntungan yang 

besar, namun jika gagal, kerugian akan ditanggung oleh kreditur. 

c. Erosi Basis Pajak Negara (Base Erosion) 

Ini adalah dampak negatif paling serius dari Thin Capitalization 

dari sudut pandang fiskal. Ketika perusahaan, terutama MNC, 

menggunakan utang dari afiliasi luar negeri, beban bunga yang 

dikurangkan dari laba menyebabkan basis pajak domestik tergerus 

(eroded). Hal ini mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara 

dari sektor Pajak Penghasilan yang cukup besar
147

. Praktik ini 

merupakan bentuk aggressive tax planning yang berupaya 
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memindahkan laba (profit shifting) ke yurisdiksi dengan tarif pajak 

rendah. 

d. Risiko Sanksi dan Reputasi 

Jika praktik Thin Capitalization melampaui batas kewajaran 

yang ditetapkan oleh otoritas pajak (misalnya, melebihi rasio Debt to 

Equity Ratio 4:1 di Indonesia sesuai PMK 169/PMK.010/2015), 

kelebihan beban bunga akan dikoreksi fiskal dan tidak diakui sebagai 

biaya. Koreksi ini dapat diikuti dengan sanksi dan denda
148

. Selain itu, 

keterlibatan dalam skema penghindaran pajak, meskipun legal, dapat 

merusak reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

5. Sejarah Perkembangan Thin Capitalization di Manca Negara 

Sejak beberapa dekade terakhir, fenomena pembiayaan perusahaan 

melalui utang yang sangat tinggi dibandingkan dengan modal sendiri yang 

dalam literatur pajak dikenal sebagai Thin Capitalization telah menjadi 

salah satu titik tekan dalam diskusi global mengenai struktur pembiayaan, 

kebijakan pajak dan penghindaran pajak lintas batas negara
149

. Istilah 

“Thin Capitalization” pada dasarnya menggambarkan kondisi di mana 

suatu entitas memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sangat besar, 
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sehingga beban bunga dari utang tersebut dapat dikurangkan dari 

penghasilan kena pajak dan pada saat yang sama memindahkan beban 

pajak ke yurisdiksi yang lebih rendah (atau memanfaatkan yurisdiksi 

dengan perlakuan bunga yang menguntungkan)
150

. 

Sejarah perkembangan pengaturan Thin Capitalization 

menggambarkan evolusi yang menarik daripada sekadar pengaturan teknis 

dalam undang-undang pajak domestik satu negara, menjadi bagian dari 

kerangka regulasi internasional, serta melibatkan interaksi antara teori 

struktur modal perusahaan, teori agensi, teori keadilan pajak (tax equity) 

dan teori kedaulatan fiskal negara. Dalam tahap awal, negara-negara 

dengan sistem pajak modern menyadari bahwa apabila perusahaan grup 

multinasional menggunakan pembiayaan internal (intra-group debt) secara 

agresif, maka dasar pengenaan pajak (tax base) di negara yang 

menghasilkan penghasilan akan terkikis (base erosion). Penggunaan utang 

intragrup ini memungkinkan penghasilan tersebut dicatat sebagai beban 

bunga di negara sumber penghasilan, sementara bunga diterima atau 

dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah atau bahkan ke tax-

haven.
151
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Lebih jauh, kerangka hukum domestik mulai merespon dengan 

merumuskan aturan pembatasan hingga eliminasi deduksi bunga yang 

berkaitan dengan utang intragrup atau utang dengan modal yang sangat 

tipis. Misalnya, kebijakan rasio utang terhadap ekuitas (Debt-to-Equity 

Ratio) maksimum ditetapkan dalam beberapa yurisdiksi sebagai threshold 

hukum untuk mencegah struktur yang terlalu utang. Pendekatan ini 

kemudian diadopsi dalam banyak yurisdiksi berkembang maupun maju, 

sebagai bagian dari kebijakan anti-penghindaran pajak (anti-tax 

avoidance) dan anti-erosion of tax base (EoTB).
152

 

Dari sudut pandang teori hukum, pengaturan Thin Capitalization 

dapat dianalisis melalui beberapa kerangka: pertama, teori efisiensi 

ekonomi dalam pajak korporasi, yang menekankan bahwa pajak bunga 

yang dapat dikurangkan menyediakan insentif untuk pembiayaan utang — 

yang dalam teori struktur modal (seperti Modigliani–Miller) sejak awal 

dikemukakan sebagai faktor yang mendorong leverage. Kedua, teori 

keadilan pajak (tax equity) yang menyoroti bahwa perusahaan harus 

membayar bagian pajak yang wajar sehubungan dengan manfaat negara 

sebagai penyelenggara. Ketiga, teori kedaulatan negara dalam fiskal 

internasional yaitu negara berhak menetapkan syarat-syarat untuk 

memajak dan menjaga integritas basis pajaknya yang menempatkan 

regulasi Thin Capitalization sebagai bagian dari hak regulasi fiskal negara 
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melawan praktik multinasional yang memindahkan beban pajak. Keempat, 

teori agensi yang menelaah bagaimana struktur modal dipilih oleh 

manajemen (atau grup perusahaan) dengan motif memaksimalkan nilai 

perusahaan dengan memanfaatkan celah regulasi pajak.
153

 

Dengan latar belakang tersebut, pengembangan regulasi Thin 

Capitalization di manca negara baik negara maju maupun berkembang 

tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yaitu meningkatnya mobilitas 

modal internasional, proliferasi struktur perusahaan multinasional, 

persaingan antarnegara dalam kebijakan pajak (tax competition), serta 

upaya kerjasama internasional melalui organisasi seperti Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menanggulangi 

penggelapan basis pajak dan alih keuntungan (profit shifting).
154

 Dalam 

kerangka ini, regulasi Thin Capitalization tidak semata mengenai 

pengendalian rasio utang terhadap modal, tetapi juga berhubungan dengan 

perangkat hukum seperti perjanjian penghindaran pajak berganda (tax 

treaties), pertukaran informasi, serta pendekatan treatydan domestic law 

yang semakin harmonis terhadap tantangan global.
155

 

Lebih spesifik, pembahasan histori regulasi Thin Capitalization 

secara mendetail akan mencakup: evolusi awal di negara-Eropa (sebagai 
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respon terhadap perusahaan intragrup) pada 1970-an dan 1980-an; adopsi 

di Amerika Utara; ekspansi ke negara berkembang pada 1990-an hingga 

2000-an; integrasi ke dalam paket anti-base erosion seperti paket aturan 

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang diluncurkan oleh OECD 

pada pertengahan 2010-an; serta respon negara terhadap tantangan baru 

seperti ekonomi digital dan pembiayaan lintas batas. Dalam setiap tahap, 

regulasi Thin Capitalization menghadapi tantangan: definisi modal yang 

diperbolehkan, penentuan tingkat bunga wajar, mekanisme dokumentasi, 

jurisprudensi terkait pengungkapan utang intragrup, serta konsekuensi 

administrasi pajak.
156

 

Maka dari itu, kajian ini akan menyajikan sejarah perkembangan 

regulasi Thin Capitalization di manca negara secara komprehensif 

menggali aspek temporal, geografis dan hukum dan sekaligus menawarkan 

analisis argumentatif tentang relevansi pengaturan tersebut dalam kerangka 

teori hukum modern. Dengan menggunakan rujukan antarnegara dan 

dibandingkan secara komparatif, artikel ini bertujuan menyediakan 

landasan konseptual dan empiris yang kuat untuk memahami bagaimana 

pengaturan Thin Capitalization telah dan sedang berevolusi, serta 

implikasinya terhadap kebijakan pajak nasional dan internasional. 

Beberapa negara dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakannya mempunyai ketentuan mengenai Thin Capitalization untuk 
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meredam pengalihan laba kepada induk perusahaan melalui pemberian 

pendanaan utang berlebihan dibandingkan dengan modal untuk membiayai 

perusahaan dalam rangka mendapatkan keuntungan perpajakan yang 

maksimal dengan pembebanan bunga di anak perusahaan dibandingkan 

dengan pembayaran dividen. Selain itu Wajib Pajak Dalam Negeri untuk 

alasan keterbatasan dana, dapat mengatur saat pembayaran kembali utang 

tanpa adanya resiko dari sisi perpajakan. Sejarah perkembangan Thin 

Capitalization dibeberapa negara diantaranya akan dibahas berikut ini. 

a. Thin Capitalization di Amerika Serikat 

Dalam pengertian yang luas, pemerintah Amerika mengijinkan 

pengurangan pajak akibat pembebanan bunga, tetapi terdapat 

beberapa ketentuan khusus terkait waktu serta ketersediaan 

pembebanan yang bahkan kadang menunda pengurangan tersebut. 

Umumnya beban bunga kepada pihak terkait diuji dengan metode 

comparable uncontrolled price (CUP) atau variasi dari CUP itu 

sendiri. Membuat perbandingan ini bisa sangat rumit, karena banyak 

kreditur yang terkait tidak dirating oleh perusahaan pemeringkat 

kredit besar sedangkan creditworthiness adalah salah satu faktor 

pembanding yang penting. Akibatnya, peringkat kredit harus 

ditentukan baik dengan analisis rasio, model penilaian kredit atau 

metode lainnya.
157
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Selanjutnya, ketika menganalisis prospek utang antar perusahaan 

dalam satu grup (intercompany loan), pemeringkatan yang ada atau 

laporan keuangan harus disesuaikan dengan dampak dari utang yang 

dipinjam maupun creditworthiness dari kreditur. Menentukan 

peringkat kredit dari kreditur yang memiliki hubungan istimewa 

(related-party) tanpa adanya dukungan kredit dari induk perusahaan 

sering kali merupakan metode yang baik untuk mengetahui apakaha 

utang harus diperlakukan sebagai utang dan tidak dikarakterisasi 

sebagai ekuitas. Merupakan hal yang penting untuk mengatur 

ketentuan pinjaman antar perusahaan dalam satu grup setelah 

ketentuan mengenai harga transfer yang wajar (transfer pricing) 

terkait barang, jasa dan harta tidak berwujud (intangibles) telah 

dibuat.
158

 

Amerika Serikat tidak memiliki ketentuan jelas yang membatasi 

pembebanan bunga akibat Thin Capitalization. Meskipun, Thin 

Capitalization dapat menjadi faktor dalam menimbang apakah 

pinjaman tersebut dapat diperlakukan sebagai investasi modal dan 

bukan pinjaman. Amerika memiliki aturan tentang modal 

tersembunyi (earning stripping rules) yang berlaku bagi perusahaan 

Amerika terkait (1) bunga yang dibayarkan kepada afiliasi di luar 

negeri dan (2) bunga yang dibayarkan atas pinjaman pihak ketiga 

yang digaransi afiliasi di luar negeri. Ada pembatasan yang dapat 
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dinikmati perusahaan (safe haven) dari ketentuan “earning stripping 

rules” jika perbandingan antara utang terhadap modal (debt-to-equity 

ratio) tidak melebihi 1,5:1. Artinya ketika rasio utang terhadap 

modalnya telah melebihi 1,5:1 maka earning stripping rules 

berlaku.
159

 

Berdasarkan ketentuan ini, utang sering diartikan sebagai 

kewajiban tanpa syarat (unconditional obligation) untuk membayar 

sejumlah uang pada tanggal yang tetap atau ditentukan. Amerika 

Serikat tidak membuat pendekatan formal untuk menganalisa apakah 

suatu transaksi itu utang, melainkan melihat substansi dari transaksi 

tersebut. Utang ditentukan hanya yang terkait dengan tujuan 

perpajakan Amerika. Sehingga, kewajiban yang timbul terkait tujuan 

akuntasi, seperti kewajiban pajak tangguhan, tidak dapat disertakan 

dalam perhitungan perbandingan utang terhadap modal (debt-to-

equity ratio). Ketika ekuitas didefinisikan untuk tujuan perpajakan, 

seringkali didefinisikan dengan tujuan memperbandingkannya 

dengan utang. Untuk tujuan penghitungan rasio utang teradap modal 

terkait earning-stripping rules, komponen ekuitas ditentukan terkait 

aset yang ada untuk tujuan perpajakan.
160
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b. Thin Capitalization di Inggris 

Pembayaran bunga dari utang dagang, terkait pertimbangan Thin 

Capitalization, tidak ada pembatasan dalam pengurangan bunga. 

Pengurangan bunga dibatasi dalam hal utang dan tingkat bunga yang 

telah memenuhi kewajaran (arm’s length). Ketentuan mengenai harga 

wajar (transfer pricing) mengatur pinjaman dan pembayaran utang 

kepada perusahaan afiliasi. Pinjaman dari perusahaan independen di 

luar lingkup transfer pricing kecuali saat kreditur independen 

melakukan pendanaan bersama (acting together) dengan pihak lain 

yang memiliki hubungan istimewa dengan debitur.
161

 Pada tahun 

2004, Pemerintah mengakhiri ketentuan khusus pengaturan Thin 

Capitalization dan memperbaiki ketentuan transfer pricing agar dapat 

menampung ketentuan Thin Capitalization. Ketentuan transfer 

pricing ini direvisi dan diperluas untuk mengatur transaksi dalam dan 

luar negeri dan mengatur ketentuan transaksi financial. Efek dari 

perubahan tersebut adalah untuk menangkal pengurangan pajak oleh 

kreditur karena melebihi jumlah yang wajar (arm’s length).
162

 

Ketentuan baru ini berlaku bagi perusahaan yang menerbitkan 

“surat berharga” yang termasuk dalam pengertiannya pembayaran 
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uang dimuka, baik dijamin maupun tidak. Jika kemudian diketahui 

bahwa jumlah surat berharga yang diterbitkan maupun bunga yang 

dihitung tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi jika 

transaksi dilakukan antara pihak independen, proporsi bunga yang 

tidak dihitung sesuai prinsip kewajaran tidak diperbolehkan. 

Ketentuan transfer pricing berlaku ketika “penyisihan” yang terjadi 

antara dua pihak yang bertransaksi dan diketahui ternyata:  

1) salah satu pihak secara langsung maupun tidak langsung 

berpartisipasi dalam manajemen, penguasaan atau modal dan lain 

sebagainya; 

2) orang yang sama terlibat dalam manajemen, penguasaan atau 

modal dari kedua belah pihak.
163

 

Ketika penyisihan itu terkait dengan surat berharga yang 

diterbitkan oleh salah satu pihak terkait, ada beberapa faktor yang 

dipertimbangkan dalam menentukan kewajaran sebuah pinjaman:  

1) apakah pinjaman akan tetap diberikan ketika tidak ada 

hubungan yang spesial (in the absence of the special 

relationship); 

2) apakah jumlah pinjaman yang sama tetap akan tetap diberikan 

ketika tidak ada hubungan yang spesial;  
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3) apakah tingkat bunga dan ketentuan lainnya tetap sama ketika 

tidak ada hubungan yang spesial.
164

 

Pada tanggal 27 April 2007, Her Majesty’s Revenue and 

Customs (HMRC) mengumumkan dua perhitungan terkait yakni (1) 

perubahan dalam proses mengujian bagi perusahaan yang berusaha 

memberlakukan tarif treaty terkait witholding tax dan bunga dan (2) 

lanjutan dari program advance pricing agreement (APA) untuk 

mengatasi Thin Capitalization. Perubahan APA dalam hukum pajak 

Inggris membawa implikasi penting karena berdasarkan kontrak 

antara HMRC dan Wajib Pajak tentang bagaimana menentukan 

pembebanan biaya bunga dimana di masa lampau, kesepakatan Thin 

Capitalization lebih banyak didasarkan pada diskusi dan 

korespondensi dengan petugas HMRC.
165

 

c. Thin Capitalization di Prancis 

Sebelum tahun 2007, Perancis mengatur transaksi pendanaan 

utang ini mengatur pebandingan rasio antara utang dan modal 

sebesar 1,5:1 dengan ketentuan utang diberikan secara langsung oleh 

pemegang saham yang memiliki kontrol langsung terhadap 

perusahaan peminjam. Namun secara spesifik ketentuan 

perundangan pajak tidak mengatur tentang rekarakterisasi utang 

sebagai modal untuk tujuan perpajakan selain kepada pemegang 
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saham. Sejak tanggal 1 Januari 2007, ketentuan mengenai Thin 

Capitalization mulai berlaku secara tegas. Ketentuan baru ini cukup 

kompleks dengan modifikasi sebagai berikut:  

1) berlaku untuk perjanjian pinjam/meminjam antara related parties 

(tidak hanya pemegang saham langsung); 

2) rasio utang terhadap modal adalah sebesar 1,5:1; 

3) kelebihan pembebanan bunga dapat dikompensasikan (carried 

over) ke tahun berikut dengan pembatasan.
166

 

Sejak saat itu, setiap pinjaman yang dilakukan oleh 

perusahaan di Perancis akan menjadi target dari peraturan Thin 

Capitalization (Thin Capitalization rules). Mekanisme Thin 

Capitalization ini memiliki dua pembatasan dalam melakukan 

pembebanan bunga antara perusahaan dalam satu grup sebagai 

berikut:  

1) bunga yang dibayar kepada perusahaan dalam grup yang sama 

dapat dikurangkan sampai dengan tingkat bunga yang sama 

dengan rata-rata bunga efektif yang diberikan lembaga pemberi 

kredit dengan tingkat bunga variabel dengan masa melebihi dua 

tahun. Meski demikian, tingkat bunga yang lebih tinggi dapat 

diterima apabila perusahaan peminjam dapat memperoleh kredit 

dari lembaga pemberi kredit independen (independent credit 

institution) dengan kondisi yang sama. Apabila bunga yang 
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dibebankan melebihi batasan di atas akan ditambahkan ke 

penghasilan kena pajak dan diperlakukan sebagai bunga dividen 

yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (constructive 

dividen); 

2) Selanjutnya, akan ada pembatasan pembebanan bunga apabila: 

(i). jumlah utang yang tersedia melebihi 1,5 kali jumlah 

ekuitasnya, (ii). jumlah bunga melebihi 25% sebelum 

penghasilan kena pajak dan diketahui berasal dari bunga 

pinjaman antar perusahaan dalam grup yang sama, (iii). beban 

bunga melebihi jumlah bunga yang diterima dari perusahaan 

yang secara langsung atau tidak secara langsung memiliki 

hubungan istimewa terkait dengan perusahaan peminjam; (iv). 

Pembebanan bunga yang melebihi tiga pembatasan sebelumnya 

tidak diperbolehkan dan hanya dapat dibebankan sebesar yang 

tertinggi dari tiga pembatasan sebelumnya sepanjang tidak 

melebihi EUR 150.000,- dan (v). kelebihan pembebanan dapat 

dibawa ke tahun-tahun berikut (setelah diskon 5% yang dimulai 

dari tahun kedua dikompensasi). Meskipun demikian, 

pembatasan di atas tidak berlaku apabila, peminjam dapat 

menunjukkan bahwa rasio utang terhadap modal (debt-to-equity 
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ratio) grup perusahaannya lebih tinggi atau sama dengan 

rasio peminjam.
167

 

Ketentuan yang ada memberi definisi utang (debt) dan modal 

(equity) yang dimaksud dalam ketentuan debt to equity ratio. 

Definisi utang dari perspektif pajak sesuai Artikel 39.1.3 dari 

General Tax Code hanya pinjaman dari peruahaan yang memiliki 

hubungan istimewa secara langsung (directly related parties) seperti 

perusahaan induk. Sebagai pelaksanaan Artikel 212, semua piutang 

hubungan istimewa (related parties) harus diperhitungkan, kecuali 

piutang dagang. Definisi utang disesuaikan dengan General 

Accepted Accounting Principle (GAAP) Perancis dan Civil Code 

Perancis. Definisi ekuitas mengikuti pelaksanaan Artike. 212 dari 

General Tax Code dimana definisi di sini sesuai dengan definisi 

akuntansi. Ekuitas bersih dapat dipilih apakah di awal tahun atau di 

akhir tahun, hal ini tentu saja akan menguntungkan karena dapat 

dipilih yang paling tinggi.
168

 

Dilihat dari definisi dan pemberlakuan yang ada di beberapa negara 

yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis kesemuanya menerapkan adanya 

Batasan-batasam yang kemudian diberikan kepada para wajib pajak 

(perusahaan) yaitu perbandingan antara modal dengan hutang yang 
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digunakan oleh perusahaan terhadap modal. Dimana Ketika terdapat 

kelebihan terhadap hutang yang lebih besar maka akan diberlakukan tarif 

pajak biasa seperti tidak terdapat hutang. 

6. Pengaturan Thin Capitalization dalam Hukum di Indonesia 

Indonesia mengatur mengenai Thin Capitalization telah diatur 

dalam Undang-Undang khususnya yang berkaitan dengan rasio hutang 

terhadap modal. Pendekatan rasio hutang dan modal diatur dalam Pasal 18 

ayat (1) UU PPh yang Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran 

perbandingan hutang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk 

kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang 

dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya 

Perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk 

Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi 

sebesar empat dibanding satu (4:1).
169

 Peraturan menteri keuangan nomor 

169/PMK.10/2015 ini diprediksi berdampak terhadap struktur permodalan 

yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini kemudian 

dibuktikan dalam beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan 

Riandoko (2017) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa Thin 

Capitalization rules yang diberlakukan di Indonesia dapat menurunkan 

utang perusahaan sebesar 73%. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Buettner et al (2012) yang menyatakan 

bahwa penerapan aturan thin-capitalization pada perusahaan yang berada 

di negara OECD efektif mengurangi manajemen pajak dengan penggunaan 

utang dari pinjaman yang memiliki hubungan istimewa. 

Namun, hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa aturan ini 

membuat penggunaan utang yang berasal dari pihak ketiga lebih besar. 

Dalam PMK169, nilai utang perusahaan yang dapat dijadikan faktor 

pengurang pajak penghasilan (PPh) maksimal sebesar empat kali dari 

jumlah seluruh modal yang dimiliki oleh suatu entitas. Pendekatan rasio 

4:1 ini dianggap tidak mempertimbangkan fakta perbedaan antara struktur 

modal untuk masing-masing industri. Walaupun rasio ini disebut 

merupakan rasio yang moderat, namun sifatnya yang kaku kemungkinan 

dapat mempengaruhi ekspansi bisnis di masa krisis.
170

 

Sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dalam hukum 

perpajakan Indonesia, ketentuan anti penghindaran pajak khususnya 

tentang transaksi Thin Capitalization diatur dalam Pasal 18 ayat 1, 3, dan 

3a Undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana beberapa kali telah 

diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan Sebagai Peraturan pelaksana ketentuan diatas adalah 

Peraturan Direktur Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 tentang Penerapan 

Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib 

Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Keputusan 
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Direktur Kep-01/PJ./1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap 

Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa serta Pasal 16 

Peraturan Pemerintah No.80 tahun 2007 untuk pengaturan penyimpanan 

dokumentasinya. 

Selain itu Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 10 

Agustus 1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan Modal 

Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan dan menunda 

KMK tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

nomor 254/KMK.04/1985 tanggal 03 Agustus 1985 tentang Sebagai 

Peraturan pelaksana ketentuan diatas adalah Peraturan Direktur Pajak 

Nomor Per-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan 

Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak 

Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Keputusan Direktur Kep-

01/PJ./1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak 

Yang Mempunyai Hubungan Istimewa serta Pasal 16 Peraturan Pemerintah 

No.80 tahun 2007 untuk pengaturan penyimpanan dokumentasinya. 

Selanjutnya, itu Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 

10 Agustus 1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan 

Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan dan 

menunda KMK tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia nomor 254/KMK.04/1985 tanggal 03 Agustus 1985 tentang 
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Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor: 1002/KMK.04/1984 Tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan 

Perbandingan Antara Hutang Dan Modal Sendiri Untuk Keperluan 

Pengenaan Pajak Penghasilan.
171

 

Aturan Thin Capitalization secara umum memiliki dua pendekatan 

yang dapat dilakukan yaitu melalui pembatasan jumlah utang (debt 

limitation) yang berpengaruh terhadap jumlah beban bunga yang dapat 

dikurangkan serta melalui pembatasan jumlah bunga (interest limitation) 

yang dapat dikurangkan dengan referensi rasio dari bunga terhadap 

variable lain. Jenis pendekatan yang pertama dapat dibagi menjadi dua 

jenis yaitu melalui pendekatan Arm’s Length dan pendekatan rasio/Debt to 

Equity Ratio (DER). Indonesia sendiri saat ini memiliki aturan Thin 

Capitalization yang berpedoman pada pendekatan pertama yaitu melalui 

Arm’s length test untuk menentukan jumlah utang bagi entitas yang 

memiliki hubungan istimewa dan DER untuk menentukan jumlah utang 

maksimal yang dapat diperhitungkan sebagai biaya. Di samping aturan 

tersebut Indonesia juga menerapkan withholding tax terhadap pembayaran 

bunga ke Subjek Pajak Luar Negeri (non-resident) di mana hal ini untuk 

mengalokasikan hak pemajakan Indonesia sebagai negara sumber.
172
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Debt to Equity Ratio (DER) sendiri merupakan aturan yang paling 

umum digunakan oleh mayoritas negara di dunia dalam menghadapi upaya 

Thin Capitalization. Kesederhanaan dalam penggunaan DER mungkin 

menjadi salah satu alasan banyak negara menggunakan aturan ini sebagai 

Thin Capitalization Rule. Indonesia di tahun 1984 saat pertama kalinya 

memperkenalkan DER menetapkan besarnya perbandingan utang dan 

modal maksimal sebesar 3:1 namun beleid ini ditangguhkan hanya 

beberapa bulan setelah ditetapkan. Tahun 2015 Indonesia akhirnya merilis 

aturan DER melalui PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan 

Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk 

Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, setelah bertahun-tahun 

terdapat lubang besar dalam Specific Anti Avoidance Rules (SAARs) 

khususnya Thin Capitalization. Besarnya perbandingan utang dan modal 

menurut ketentuan terbaru maksimal sebesar 4:1. Meskipun tidak ada 

standar internasional untuk menentukan formula dari besarnya rasio yang 

digunakan, Indonesia sendiri terlihat lebih memberikan ruang bagi wajib 

pajak dalam berekspansi karena kebanyakan negara-negara menggunakan 

rasio DER sebesar 3:1.
173
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7. Unsur-Unsur Thin Capitalization dalam hukum Indonesia 

Unsur utama Thin Capitalization dalam hukum Indonesia, 

khususnya dalam konteks perpajakan, adalah rasio utang terhadap ekuitas 

(DER) yang melebihi batas yang ditetapkan oleh peraturan. Ketentuan ini 

bertujuan mencegah penghindaran pajak melalui pembebanan biaya bunga 

pinjaman yang berlebihan. Selain itu, adanya pinjaman yang berlebihan 

(utang yang lebih besar dari modal): Karakteristik utama Thin 

Capitalization adalah struktur permodalan perusahaan yang lebih banyak 

dibiayai dengan pinjaman dibandingkan dengan modal sendiri. Ada 

banyak alasan mengapa pemegang saham lebih menyukai pinjaman 

dibandingkan dengan modal dalam mendanai anak perusahannya di negara 

lain. Salah satu alasannya adalah penggunaan modal lebih beresiko 

dibandingkan dengan hutang. Selain itu perspektif ekonomi bahwa pajak 

adalah biaya yang akan mengurangi keuntungan bagi pemegang saham, 

maka harus diminimalkan. Sasaran investasi modal, tidak selalu 

dimaksudkan dalam rangka perubahan dalam kepemilikan dan hak suara 

tetapi juga untuk peningkatan tanggung jawab terhadap saham yang 

dimiliki. Biasanya investasi ekuitas akan menuntut keterlibatan dalam 

manajemen perusahaan dan ini merupakan harga yang lebih mahal. 

Keuntungan dari hutang adalah rendahnya resiko, pengembalian 

keuntungan atas investasi yang terpisah dari hasil perusahaan, dan 
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kemungkinan mengeksploitasi efek daya ungkit (leverage effect) 

Perusahaan.
174

 

Selanjutnya rasio utang terhadap ekuitas (DER) Maksimal 4:1: 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

169/PMK.010/2015 (dan peraturan terkait dalam UU PPh Pasal 18 ayat 1), 

besarnya perbandingan antara utang dan modal yang diizinkan paling 

tinggi adalah empat dibanding satu (4:1). Menurut (2018: 157), Debt 

Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Semakin tinggi angka Debt Equity Ratio (DER), 

diasumsikan perusahaan memiliki risiko yang semakin tinggi terhadap 

likuiditas perusahaannya, begitu juga sebaliknya. Sementara menurut 

Nugroho (2006), Debt Equity Ratio (DER) adalah sumber dana yang 

berasal dari hutang ini memiliki biaya modal berupa bunga hutang yang 

harus dibayarkan setiap jatuh tempo pembayaran hutang. Hal ini tentu 

membuat perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat berapa 

jumlah utang yang akan diambil agar stabilitas keuangan perusahaan selalu 

terjaga.
175

 

Banyak faktor yang mempengaruhi Debt to Equity Ratio (DER) 

secara umum diantaranya size perusahaan, pertumbuhan perusahaan, 

profitabilitas, pajak, manajemen, leverage, likuiditas, non debt tax, risiko 
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bisnis dan lain sebagainya. Penelitian ini memfokuskan faktor-faktor 

seperti likuiditas yang diawakilin oleh Current Ratio (CR) dan 

profitabilitas yang diwakilin oleh Earning Per Share (EPS) dan Return On 

Equity (ROE).
176

 

8. Karakteristik Thin Capitalization dalam hukum Indonesia 

Jika dilihat dari sejarah dan hukum di Indonesia, Thin 

Capitalization mempunyai Karakteristik tersendiri, karakteristik dari Thin 

Capitalization meliputi:  

a. Hubungan Istimewa (related party) 

Adanya hubungan istimewa adalah syarat utama untuk melihat 

apakah sebuah transaksi pendanaan tersebut merupakan transaksi Thin 

Capitalization. Otoritas pajak suatu negara diberi wewenang untuk 

melakukan koreksi (primary adjustment) atas transaksi yang tidak 

mencerminkan harga wajar sepanjang transaksi tersebut dilakukan 

oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan Istimewa.
177

 

Pasal 9 OECD Model Tax Convention (model Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda versi OECD)64 mengatur tentang 

hubungan istimewa sebagai berikut ini: 
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1) Where  

a) an enterprises of a Contracting State participates directly or 

indirectly in management, control of capital of an enterprises 

of the other Contracting State, or 

b) the same persons participate directly or indirectly in the 

management, control or capital of an enterprises of a 

Contracting State and an enterprise of the other Contracting 

State. and in either case conditions are made or imposed 

between the two enterprises in their commercial or financial 

relations which differ from those would be made between 

independent enterprises, then any profits which would, but for 

those conditions, have 

c) Where a Contracting State included in the profits of an 

enterprises of that State- and taxes accordingly- profits on 

which an enterprises of the Oter Contracting State has been 

charged to tax in that Other State and the profit so included 

are profit which would have been made between independent 

enterprises had been those which would have been made 

between the two enterprises had been those which would have 

been made between independent enterprises, than that Other 

State shall make an appropriate adjustment to the amount of 

the tax charged therein on those profits. In determining such 

adjustment, due regards shall be had to the other provisions of 
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this Convention and the competent authorities of the 

Contracting State shall if necessary consult each other. 

Untuk mengantisipasi penghindaran pajak, otoritas pajak suatu 

negara memiliki hak untuk melakukan koreksi atas nilai pengembalian 

bunga yang melebihi batasan yang ditetapkan. Penyesuian ini disebut 

dengan koreksi utama (primary adjustment). Sedangkan bagi negara 

mitra perjanjian, seharusnya juga membuat koreksi sebaliknya 

(corresponding adjustment) untuk memberikan keadilan bagi Wajib 

Pajak. Dalam transaksi Thin Capitalization, definisi hubungan 

istimewa sangatlah penting. Perbedaan definisi mengenai apa yang 

dimaksud dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa 

antara suatu negara dengan negara lainnya dapat menyebabkan 

terjadinya pajak berganda. Negara mitra perjanjian tidak akan mau 

melakukan koreksi sebaliknya (corresponding adjustment) bila 

koreksi utama (primary adjustment) yang dilakukan tidak sesuai 

dengan definisi hubungan istimewa yang diatur dalam ketentuan 

domestik negaranya.
178

 

b. Adanya skema pendanaan melalui utang 

Transaksi pendanaan berupa kewajiban dan modal merupakan 

objek pengaturan dalam Thin Capitalization. Dengan adanya berbagai 

skema pilihan pendanaan dan berakibat terhadap aspek perpajakannya, 
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pengaturan Thin Capitalization ini menjadi perhatian serius bagi 

otoritas pajak di berbagai negara.
179

 

Thin Capitalization bukan hanya berlaku pada perusahaan 

yang memiliki hubungan istimewa yang berada dalam yurisdiksi 

perpajakan yang berbeda, namun juga dapat dilakukan dalam negara 

yang sama. Hal ini dapat dilakukan dalam hal posisi keuangan salah 

satu perusahaan (kreditur) tersebut dalam kondisi rugi, karena 

pembebanan bunga akibat hutang tersebut akan menjadi pengurang 

bagi debitur. Dengan berkembangnya bisnis yang semakin cepat, 

skema pendanaan ini juga berkembang semakin kompleks dan 

canggih termasuk dengan memanfaatkan instrument 

keuangan yang ada. 

9. Urgensi Thin Capitalization dalam hukum Indonesia 

Urgensi Thin Capitalization di Indonesia adalah untuk mencegah 

penghindaran pajak, di mana perusahaan secara sengaja menggunakan 

struktur utang yang terlalu besar dibandingkan modal untuk mengurangi 

laba kena pajak melalui pembebanan biaya bunga yang besar. Pengaturan 

ini penting untuk menjaga penerimaan negara, memastikan perlakuan 

pajak yang adil, dan mencegah perusahaan melakukan praktik tax 

avoidance yang merugikan. Kekhawatiran pemerintah terhadap 

perkembangan iklim investasi di Indonesia yang akan terhambat, menurut 

hemat Penulis seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk 
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tidak menerapkan ketentuan DER guna mengatasi praktik Thin 

Capitalization ini. Secara filosofis, Indonesia memang dibentuk untuk 

memajukan kesejahteraan umum, yang artinya hal ini mutlak harus 

menjadi pedoman negara dalam menjalankan kewenangan apapun 

termasuk dalam pengaturan kegiatan investasi di Indonesia. Adapun 

kegiatan investasi ini dibuka untuk investor asing sejatinya juga harus 

didasarkan kepada kepentingan kesejahteraan umum. Jadi, apabila 

kemudian pembukaan kegiatan investasi bagi asing ini tidak mampu 

mewujudkan kesejahteraan umum maka jelas hal ini telah melanggar dasar 

filosofi negara Indonesia itu sendiri
180

. 

Begitu pula dengan praktik Thin Capitalization yang kemudian 

merugikan negara dengan menghilangkan potensi pemasukan negara 

sektor pajak yang cukup besar pun dapat dipandang sebagai bentuk 

penyimpangan tujuan dibentuknya negara itu sendiri. Pajak yang dipungut 

dari investor selaku Wajib Pajak, memiliki fungsi yang sangat penting 

yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Fungsi budgeter atau disebut 

juga dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal adalah fungsi dimana 

pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal 

ke kas negara berdasarkan undangundang mengenai perpajakan yang 

berlaku. Selain itu, fungsi pajak juga meliputi fungsi regulerend atau 

fungsi tambahan yaitu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah 

sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, apabila 
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potensi pemasukan negara sektor pajak ini pun hilang, maka dapatkah 

negara mewujudkan tugas dan tujuannya secara optimal, khususnya untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum? Tentunya mustahil dengan pemasukan 

negara yang rendah dapat mewujudkan negara yang sejahtera.
181

 

Dalam tataran regulasi, UU Penanaman Modal pun menegaskan 

dalam bagian menimbangnya bahwa kegiatan investasi ini memang 

merupakan sarana untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi 

yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi, yang salah satunya adalah 

melalui kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh investor. Jika 

kemudian kegiatan investasi ini justru berlangsung tanpa memberikan 

kemanfaatan yang besar khususnya karena hilangnya potensi pemasukan 

negara sektor pajak yang cukup besar, maka dapatkah kegiatan investasi 

tersebut dikatakan telah sesuai dengan hakikat investasi yang dimaksud 

dalam UU Penanaman Modal? Seyogyanya tidak, karena pada akhirnya 

kegiatan investasi yang diselenggarakan hanyalah memberikan keuntungan 

bagi segolongan pihak saja utamanya adalah pihak investor. Padahal 

sebagaimana pendapat Soekarno, mengenai demokrasi ekonomi bahwa 

urusan ekonomi seharusnya diselenggarakan oleh rakyat, dengan rakyat, 

dan bagi rakyat. Oleh karena itu, kemanfaatan atas penyelenggaraan 
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kegiatan investasi pun seyogyanya diselenggarakan utamanya bagi 

rakyat.
182

 

Perkembangan pesat investasi maupun sistem informasi dan 

teknologi yang membuka kesempatan bagi perusahaan untuk kemudian 

melakukan Thin Capitalization pun dalam konteks ini sayangnya tidak 

diikuti dengan perkembangan hukum yang sesuai dan akomodatif. Padahal 

apabila merujuk pada konsep hukum yang dikemukakan oleh Jerome 

Frank bahwa hukum harus dibuat untuk lebih responsif terhadap 

kebutuhankebutuhan sosial, maka dalam konteks ini, nalar hukum harus 

diperluas hingga mencakup bidangbidang seperti investasi yang memiliki 

keterkaitan dengan hukum, khususnya untuk menangani praktik Thin 

Capitalization. Artinya, ketika praktik Thin Capitalization memang 

terbukti menyebabkan hilangnya potensi pemasukan negara sektor pajak 

yang cukup besar, maka seharusnya pemerintah segera membentuk suatu 

hukum yang lebih akomodatif guna mengatasi praktik-praktik yang 

mengancam hilangnya potensi pemasukan negara. 

Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke 

depan, tidak mustahil perkembangan investasi di Indonesia akan makin 

pesat, yang berarti perusahaan asing akan semakin banyak yang 

melakukan investasi di Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa 

Indonesia masih termasuk dalam deretan negara yang diminati dalam 
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kegiatan investasi.Dengan tujuan perlindungan pemasukan negara dalam 

rangka perkembangan investasi di Indonesia, maka pemerintah harus 

segera mengatur ketentuan mengenai DER dengan menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan kebiasaan sektor usaha masing-masing. Adapun Direktorat 

Jenderal Pajak harus mengoordinasikan pembentukan DER ini dengan 

BKPM maupun otoritas terkait lainnya.
183

 

Selain itu, dengan banyaknya kasus penghindaran pajak menjadi 

urgensi tersendiri mengingat pendapatan utama sebagian besar negara 

bersumber dari sektor ini. Salah satu kasus penghindaran pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan besar di dunia adalah kasus penghindaran pajak 

yang dilakukan oleh Google. Perusahaan ini terlibat penghindaran pajak di 

banyak negara, termasuk Indonesia dengan skema yang dikenal dengan 

“Double irish, Dutch sandwich”. Skema ini dilakukan dengan mendirikan 

kantor pusat di negara dengan tarif pajak rendah (tax haven country) dan 

tidak mendirikan kantor di negara tempat perusahaan tersebut menerima 

penghasilan, sehingga pajak yangdibayarkan menjadi lebih rendah.
184

 

10. Dampak Thin Capitalization dalam Hukum Indonesia 

Dampak Thin Capitalization di Indonesia adalah penghindaran 

pajak, karena perusahaan menggunakan utang secara agresif untuk 

mengurangi laba kena pajak. Namun, praktik ini juga memiliki dampak 
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negatif bagi perusahaan, seperti peningkatan risiko keuangan, penurunan 

daya tarik bagi investor, dan potensi sanksi pajak jika melanggar aturan 

rasio utang terhadap ekuitas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) No. 169/2017. pengaturan Thin Capitalization juga 

berkaitan perlakuan pajak atas penghasilan yang diterima dari penyertaan 

modal atau utang. Perbedaan perlakuan perpajakan suatu negara antara 

kompensasi atas hutang dan modal merupakan celah yang menguntungkan 

Wajib Pajak. Dari sudut pandang perpajakan, pendanaan melalui utang 

(loan financing) akan berdampak mengurangi dasar pengenaan pajak 

karena bunga yang dibayar dibebankan sebagai biaya bagi anak 

perusahaan pembayarnya. Perlakuan berbeda dilakukan terhadap 

pembayaran dividen karena tidak dapat dibebankan sebagai biaya sehingga 

tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
185

 

Menurut Taylor & Richardson (2012) mendefinisikan bahwa Thin 

Capitalization adalah suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh 

lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Perusahaan dapat menjadikan 

beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak yaitu 

penghasilan kena pajak (deductible expense). Hal tersebut akan berdampak 

pada meningkatknya beban bunga dan menjadikan penghasilan kena pajak 

akan semakin mengecil. Dengan demikian pendapatan yang diterima 

Negara akan berkurang. Berdasarkan trade off theory, perusahaan memilih 
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memiliki tingkat utang yang lebih besar dari modal dengan tujuan untuk 

memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga yang 

menjadi dampak penggunaan utang. Perusahaan melakukan pertukaran 

manfaat dari pendanaan berasal dari utang dengan pengorbanan yang 

tinggi. Utang memunculkan beban bunga yang dapat menghemat pajak 

yang dibayarkan kepada pemerintah. Disisi lain dampak dari terlalu 

banyaknya pendanaan utang adalah tingginya biaya kebangkrutan.
186

 

Perusahaan akan memilih utang lebih tinggi atau dikenal dengan 

Thin Capitalization untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan 

pembayaran bunga. Ketika proporsi utang yang digunakan oleh 

perusahaan lebih dominan dalam pendanaannya, maka hal tersebut akan 

berdampak pada rendahnya laba kena pajak. Semakin rendahnya laba kena 

pajak disebabkan karena semakin tingginya beban bunga yang dapat 

menjadi pengurang pajak. Dimana praktik Thin Capitalization jika 

dihubungkan dengan teori psikologi fiskal merupakan dampak dari 

rendahnya motivasi wajib pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa dengan 

membayar pajak tidak memberikan keuntungan atau merasakan manfaat 

secara langsung.
187

 

Perlakuan perpajakan antara bunga dan deviden sangat berbeda. 

Secara umum, bunga yang dibayarkan oleh suatu entitas akan dijadikan 
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pengurang penghasilan bruto, sedangkan pembagian deviden, tidak dapat 

dijadikan pengurang penghasilan bruto. Hal ini kemudian mendorong 

perusahaan induk untuk menyuntikkan sebanyak mungkin utang ke dalam 

struktur permodalan perusahaan anak di luar negeri dalam menghadapi 

suku bunga lokal yang rendah, valuta lokal yang diestimasi melemah, 

resiko negara yang tinggi, dan tarif pajak yang tinggi. Dampaknya, 

pendapatan negara sektor pajak negara asal akan mengalami penurunan 

karena pemindahan laba ke negara lain akibat timbulnya bunga. Hal inilah 

yang kemudian dikatakan sebagai Thin Capitalization, yaitu praktikpraktik 

yang secara berlebihan membiayai cabang atau perusahaan anak dengan 

pinjaman berbunga dari mereka yang memiliki hubungan istimewa dan 

bukan melalui setoran modal. Hal ini pun sebenarnya lumrah dan banyak 

dilakukan oleh perusahaan sebagai entitas yang memang profitoriented.
188

 

Berikut adalah contoh kasus thin capitalization yang nyata terjadi 

di Indonesia. Di Indonesia praktik thin capitalization sering berkaitan 

dengan perusahaan multinasional yang memanfaatkan struktur modal 

berbasis utang untuk mengurangi beban pajaknya, terutama melalui 

pembayaran bunga kepada perusahaan afiliasi di luar negeri (transfer 

pricing & BEPS).  

Salah satu contoh nyata thin capitalization di Indonesia adalah PT 

Bentoel Internasional Investama Tbk, yang merupakan anak perusahaan 

dari grup British American Tobacco (BAT). Dalam beberapa tahun 
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terakhir, Bentoel dilaporkan menggunakan pinjaman antar perusahaan 

afiliasi (intra-company loans) dari entitas di luar negeri dan membayar 

bunga yang substansial atas pinjaman tersebut. Bunga ini dapat 

dikurangkan dari laba kena pajak di Indonesia, sehingga membuat laba 

yang dilaporkan kecil dan pajak terutang menjadi sedikit. Studi dan 

laporan menunjukkan bahwa struktur pendanaan yang sangat berfokus 

pada utang (dibanding modal) dan pembayaran bunga besar ke perusahaan 

afiliasi menyebabkan penggerusan basis pajak di Indonesia, dengan 

indikasi hilangnya potensi penerimaan pajak sekitar jutaan dolar per tahun. 

Praktik semacam ini mencerminkan karakter thin capitalization karena 

perusahaan lebih mengandalkan utang daripada modal untuk 

meminimalkan pajak.
189

 

11. Kewenangan Pengawasan terhadap Thin Capitalization dalam Hukum 

Indonesia 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 169/2017 yang secara 

tegas memberikan Batasan terhadap Thin Capitalization, namun 

pembatasan tersebut menyebabkan pertentangan dengan Teori Daya Pikul 

yang seharusnya pajak dibayarkan sesuai dengan kemampuan para wajib 

pajak. Hal ini kemudian pengawasan terhadap pemberlakuan pajak bagi 

para wajib pajak harus diawasi secara mendalam karena tidak menutup 
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kemungkinan Thin Capitalization banyak dilakukan oleh para wajib pajak 

terutama perusahaan. 

Thin Capitalization terjadi saat perusahaan terlalu banyak dibiayai 

utang dari afiliasi, sehingga bunga pinjaman menggerus laba kena pajak. 

DJP biasanya membatasi rasio utang terhadap modal (DER) untuk 

penghindaran pajak.
190

 Kewenangan pengawasan terhadap praktik Thin 

Capitalization di Indonesia berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP), yang merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia. Pengawasan ini dilakukan dalam kerangka penegakan 

hukum perpajakan, khususnya untuk mencegah penghindaran pajak (tax 

avoidance) oleh Wajib Pajak badan, terutama perusahaan multinasional 

atau Penanaman Modal Asing (PMA), yang cenderung memperbesar porsi 

utang dibandingkan modal sendiri untuk mengurangi beban pajak melalui 

pembebanan biaya bunga. 

Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan 

pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 15 tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak dijelaskan 

bahwa, “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan yang 

bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 

untuk tujuan lain melaksanakan dalam rangka ketentuan peraturan 

perundang-undangan dibidang perpajakan.” 
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Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus 

meningkatkan efektivitas pengawasan pajak melalui Pertukaran Informasi 

Keuangan secara Otomatis (ΑΕοΙ). Mekanisme ini diterapkan dalam tiga 

kategori utama, yaitu withholding tax, laporan per negara (Country-by-

Country Reporting/CbCR), dan Common Reporting Standard (CRS). 

a. AEol atas data Withholding Tax 

Kategori ini mencakup pertukaran informasi tentang transaksi 

penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau negara mitra. 

b. AEol atas Laporan Per Negara (CbCR) 

CbCR memuat informasi tentang alokasi penghasilan, pajak yang 

dibayar, serta aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi. 

c. AEol atas Informasi Keuangan (cRS) 

DJP mengumpulkan lembaga keuangan dan secara otomatis 

menukarkan data dengan negara mitra setiap tahun.
191

 

12. Thin Capitalization dalam Hukum Syariah 

Pada dasarnya Thin Capitalization adalah pembentukan struktur 

modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang banyak dan modal 

yang minim/kecil. Perusahaan dapat mengurangkan beban bunga sehingga 

penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini 

menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara 

dari pajak. 
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Thin Capitalization adalah strategi penghindaran pajak dengan 

struktur modal yang utangnya lebih besar dari ekuitas, karena bunga utang 

dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga pajak terutang. 

Banyak Perusahaan memilih strategi Thin Capitalization untuk 

menekankan kewajiban pajak dengan mengutamakan pembayaran bunga 

pinjaman, karena Bungan tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan 

pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Perusahaan yang 

cenderung bertumpu secara berlebihan pada utang khusunya yang 

mengandung unsur riba. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah yang menjunjung tinggi keseimbangan dalam struktur permodalan, 

larangan terhadap praktik riba, serta pentingnya keadilan dan tanggung 

jawab dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, Perusahaan yang 

berlandaskan nilai-nilai islam dianjurkan untuk menjaga komposisi modal 

sendiri yang proporsional dan memanfaatkannpembiayaan utang secara 

hati-hati sesuai prinsip syariah
192

. 

Dalam perspektif islam, penghindaran pajak dipandang sebagai 

perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum syariah karena berpotensi 

mengandung niat yang tidak baik serta merugikan negara. Tindakan tidak 

membayar pajak, terutama jika didorong oleh penghindaran pajak yang 

oportunistik, dianggap sebagai perbuatan dosa. Dalam etika bisnis islam, 

penghindaran pajak ini melanggar pilar-pilar seperti kejujuran, kesadaran 
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sosial, keadilan, niat baik, dan amanah. Sehingga dianggap sebagai 

tindakan yang tidak rasional dalam pandangan islam. Selain itu, meskipun 

perilaku ini tidak terpantau oleh pihak otoritas pajak, allah tetap 

mengetahui perbuatan itu, bahkan apa yang tersembunyi didalam hati, 

termasuk niat buruk yang belum diwujudkan.
193

 Hal ini sejalan dengan 

kandungan QS. Al-Hasyr ayat 18 

اَ َيُّه يْنَْ يٰٓا ِ َّقُوا آمَنوُا الذَّ َْ ات ْ وَلتْنَْظُرْْ الّلٓ ا نفَْس  مَتْْ مَّ ْ  قدََّ َّقُوا لِغَد  َْ وَات اِنَّْ الّلٓ  ۗ َْ  تعَْمَلُْ بِمَاْۗ  خَبِيْْ  الّلٓ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada 

Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 

kerjakan
194

. 

 

 Ayat diatas menjelaskan pentingnya ketakwaan dan kesadarn akan 

pertanggungjawaban diakhirat atas segala perbuatan. Dalam konteks 

penghindaran pajak, ayat ini mengingatkan bahwa meskipun tindakan 

tersebut legal secara hukum, secara moral dan spiritual seorang Muslim 

tetap wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial dan 

amanah publik. Dalam pandangan Islam, niat (itikad) menjadi dasar utama 

dalam setiap perbuatan. Oleh karena itu, penghindaran pajak menunjukkan 

adanya niat yang tidak baik dari wajib pajakdalam   menjalankan   

kewajiban   perpajakannya. Dampaknya   yaitu, Menurunnya penerimaan  

negara  dari  sektor  pajak,  yang  pada  akhirnya  dapat  membahayakan  
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stabilitas keuangan  negara, Timbulnya  ketidakadilan  dalam  sistem  

perpajakan,  di  mana  beban  pajak menjadi  tidak  merata.Wajib pajak  

yang  jujur  dan  taat justru  menanggung  kekurangan  dari mereka    yang    

menghindari    pajak.Terganggunya    kepentingan    masyarakat,karena 

berkurangnya   anggaran   negara   dapat   menyebabkan   berbagai   

program   dan   rencana pembangunan  yang  bermanfaat  menjadi  

terbengkalai. Kemerosotan akhlak masyarakat, karena maraknya praktik 

penipuan, hilangnya kejujuran, serta melemahnya solidaritas sosial antar 

Masyarakat akibat jiwa yang telah rusak.
195

 

  Dalam rangka perpajakan, Indonesia belum menerapkan peraturan 

Thin Capitalization seperti negara-negara lain (kebanyakan adalah negara 

maju). Pembatasan struktur utang dilakukan oleh Indeks saham syariah 

Indonesia (ISSI), yaitu perusahaan yang berhak menerbitkan efek syariah. 

ISSI adalah perusahaan yang berhak untuk menerbitkan daftar efek syariah 

(DES) yang diharuskan mematuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh 

badan pengawas pasar modal (bapepam) dengan Keputusan Ketua 

Bapepam dan LK, Nomor: Kep-208/BL/2012.Ada dua hal, secara garis 

besar, kriteria yang diatur oleh Bapepam, yaitu dari sisi transaksi/kegiatan 

dan dari sisi rasio keuangan. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan yang 

boleh menerbitkan DES adalah perusahaan yang: (1) total utang berbasis 

bunga dibandingkan dengan total aset tidak melebihi 45%; atau (2) total 

pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan 
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dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak 

lebih dari 10%. Secara umum, dari sisi kegiatan harus sesuai dengan 

ketentuan syariah yang tidak ribawi, tidak ada unsur gharar dan maisir.
196

 

Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor: Kep-208/BL/2012 

merupakan perubahan dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 

Kep-181/BL/2009 dengan menambahkan kriteria berupa rasio utang 

berbasis bunga serta pendapatan bunga dan non halal lainnya. Sebelum ada 

indeks ISSI, sebelumnya sudah ada indeks syariah yaitu Jakarta Islamic 

Index (JII). ISSI lebih longgar dibandingkan JII, karena tidak ada 

pembatasan kapitalisasi pasar dan rasio profitabilitas lainya. Pada dasarnya 

kriteria perusahaan JII sama dengan ISSI, namun lebih spesifik karena 

disaring lagi yaitu yang masuk perusahaan ISSI dengan hanya berjumlah 

30 perusahaan. Kehadiran indeks berbasis syariah (Islam) ini juga 

menjawab permintaan perkembangan ekonomi syariah. Indeks syariah 

tidak hanya di pasar modal Indonesia, melainkan Bursa Malaysia dan Dow 

JonesIslamic Market Index yang sudah terlebih dahulu memulai.
197

 

Dengan demikian Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah 

indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham Syariah yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Secara umum investasi 

pada pasar modal di Indonesia mengacu pada keputusan DSN-MUI yang 
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ditindaklanjuti dengan keputusan ketua Bapepam-LK (Rafik, 2011). 

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-208/BL/2012 mengenai 

Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah membatasi bahwa perusahaan 

yang dapat menerbitkan efek Syariah, total uang yang berbasis bunga 

dibandingkan dengan total asetnya tidak boleh lebih dari 45%. Pembatasan 

tersebut membuat perusahaan yang terdaftar dalam ISSI tidak dapat 

melakukan pembiayaan mayoritas dengan utang. Sehingga perusahaan 

ISSI mempunyai lebih sedikit insentif pajak yang berasal dari tingkat 

pendanaan dengan utang berbasis bunga dibandingkan dengan perusahaan 

non ISSI
198

. 

Maka karakteristik Syariah yang terdapat pada perusahaan ISSI 

menjadi kendali perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak 

berlebihan karena untuk manjaga reputasinya. Oleh karena itu perusahaan 

ISSI akan menjaga nama baiknya dengan tidak melakukan penghindaran 

pajak secara berlebihan agar bisa terus masuk ke ISSI. Lebih lanjut 

Khomsatun dan Martani (2015) membuktikan bahwa perusahaan yang 

termasuk ISSI mampu memperlemah pengaruh asset mix terhadap 

penghindaran pajak serta tidak adanya efek substitusi antara Thin 

Capitalization dan asset mix yang dimanfaatkan oleh perusahaan ISSI.
199
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B. Thin Capitalization dengan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak 

1. Makna teori daya pikul dalam pemungutan pajak 

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai 

dengan kekuatan membayar dari siwajib pajak (individu-individu) jadi 

tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pukul si wajib pajak 

dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaanya, juga 

pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut.
200

 

Menurut Prof. W. J. De Langen 

Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat 

mencapai pemuasan kebutuhn setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan 

yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). 

Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (pajak) barulah ada, 

jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama 

adalah hak untuk hidup maka sebagai analisis yang pertama adalah 

minuman kehidupan (bestaans minimium).
201

 

Menurut mr. A.J. Cohen stuart 

Daya pikul diumpamakan sebuah jembatan. Yang pertama-tama 

harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani 

dengan beban yang lain. Beliau menyarankan bahwa yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan tidak dimasukkan ke dalam daya pikul. 
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Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada jika 

kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup sudah tersedia. Kelemahan dari 

teori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang, 

karena akan berbeda dan selalu berubah-ubah. Teori daya pikul ini 

ditetapkan dalam pajak penghasilan, dimana wajib pajak baru dikenakan 

pajak penghasilan bila diperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak 

kena pajak (PTKP).
202

 

Berdasarkan teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus 

sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus di bayarkan 

sesuai dengan “daya pikul” masing-masing orang. Pendekatan untuk 

mengukur daya pikul ada dua yaitu (1) unsur objektif, yaitu dengan 

melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, 

(2) unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 

materiil yang harus dipenuhi. sehingga, mungkin sama-sama 

berpenghasilan Rp10.000.000, namun pembayaran pajak penghasilannya. 

Penghasilan sama, namun juga harus melihat jumlah tanggungan (misal 

status kawin dan jumlah tanggungannya).
203

 

2. Sejarah teori daya pikul dalam pemungutan pajak 

Secara sederhana, pajak adalah pungutan yang dilakukan 

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan 

publik. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam 
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konstitusi, tepatnya pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa “segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya 

memaksa untuk keperluan Negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan.” asal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberikan definisi 

pajak sebagai “kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa dan diatur dalam Undang-Undang dengan 

tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.” Di 

Indonesia sistem pengumpulan serupa sudah dilaksanakan sebelum 

Indonesia Merdeka. Pada zaman Kerajaan, masyarakat sudah mengenal 

pungutan wajib yang diberikan kepada Raja sebagai persembahan, yang 

disebut upeti. Di masa penjajahan, pajak juga menjadi sumber utama yang 

dipungut pemerintah kolonial Belanda, untuk membiayai pemerintah 

kolonial Belanda agar tetap bisa bertahan di Indonesia. Pajak menjadi 

salah satu pendapatan negara dalam mengatur keseimbangan 

perekonomian negara. Hasil dimanfaatkan pajak untuk meningkatkan 

kesejahteraan umum. Secara tidak langsung masyarakat atau pajak wajib 

mendapatkan imbal balik dari manfaat pajak melalui peningkatan 

infrastruktur dan layanan publik.
204
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Berdasarkan teori pemungutan pajak yakni teori kewajiban mutlak 

atau teori bakti, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak 

dari masyarakatnya. Membayar pajak adalah suatu keharusan sebagai 

tanda bakti warga negara di suatu negara, agar pemerintahan suatu negara 

berjalan baik dan lancar. Teori bakti didasari paham organisasi negara 

(organische staatleer) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi 

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Adam 

Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak 

yang dikenal dengan nama four canons atau the four maxims dengan 

uraian sebagai berikut: Kesetaraan, Kepastian, kemudahan Pembayaran, 

dan Ekonomi Koleksi. Kesetaraan, pembebanan pajak antar subjek pajak 

hendaknya seimbang dengan kemampuannya, seimbang dengan 

penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Jika 

kesetaraan ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi 

terhadap sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama, Wajib Pajak 

harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda, Wajib Pajak harus 

diperlakukan berbeda.
205

 

Adapun teori yang mendukung pemungutan pajak salah satunya 

yaitu teori gaya pikul, teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan 

pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara 

kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori 
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ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama 

beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayarkan menurut gaya pikul 

seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya 

penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau 

pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak 

orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan 

dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.
206

 

3. Teori daya pikul dalam pemungutan pajak di manca negara 

Teori daya pikul dalam pemungutan pajak yang berlaku di 

Indonesia sama dengan teori kemampuan membayar dalam perpajakan.  

Berdasarkan prinsip kemampuan membayar, individu harus membayar 

pajak sesuai dengan pendapatan mereka. Berdasarkan teori ini, orang yang 

berpenghasilan lebih tinggi dikenakan pajak lebih banyak daripada mereka 

yang berpenghasilan lebih rendah. Rasional di balik prinsip ini adalah 

bahwa mereka yang berpenghasilan lebih tinggi lebih mampu membayar 

pajak lebih banyak. Hal ini sejalan dengan definisi teori daya pikul yang 

menyatakan bahwa, teori daya pikul menjelaskan pemungutan pajak 

sebagai biaya yang harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati 

perlindungan yang diberikan negara, yang dibayarkan dalam bentuk pajak. 

Berdasarkan pada nilai-nilai keadilan distributif, pajak yang dikenankan 

kepada masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing anggota 
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masyarakat, masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi memiliki 

kewajiban membayar pajak (daya pikul) yang besar juga.
207

 

Menurut W.J. Langen Asas Daya Pikul, berarti bahwa besar 

kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya 

penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi 

pajak yang dibebankan.
208

 Teori kemampuan membayar membentuk dasar 

sistem pajak progresif AS. Artinya, tarif pajak meningkat seiring dengan 

peningkatan tingkat pendapatan. Sistem ini bekerja dengan 

mengelompokkan rentang pendapatan ke dalam braket pajak, di mana 

setiap rentang pendapatan ditetapkan tarif tertentu. Teori kemampuan 

membayar, yang menjadi dasar sistem pajak progresif, mengelompokkan 

wajib pajak ke dalam tingkatan berdasarkan tingkat pendapatan mereka. 

Teori ini menyatakan bahwa individu harus dikenai pajak berdasarkan 

kemampuan mereka membayar, sehingga terdapat braket pajak. Orang 

berpenghasilan rendah diasumsikan tidak mampu membayar pajak 

sebanyak orang berpenghasilan tinggi. Berbeda dengan braket pendapatan 

tetap, teori kemampuan membayar mempertimbangkan apakah individu 

mampu membayar pajak yang terutang secara penuh atau tidak. Intinya, 

pemerintah membutuhkan pajak untuk mendanai layanan-layanan penting, 

seperti sekolah, kesehatan, dan perlindungan. Oleh karena itu, jika semua 
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individu membayar pajak dengan proporsi yang sama dari pendapatan 

mereka, masyarakat berpenghasilan rendah akan terdampak negatif, karena 

sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk membeli kebutuhan 

pokok seperti makanan, sandang, dan papan. Di sisi lain, masyarakat 

berpenghasilan tinggi memiliki pendapatan yang lebih besar. Oleh karena 

itu, mereka lebih cocok untuk membayar persentase yang lebih besar dari 

pendapatan mereka dalam bentuk pajak. Teori kemampuan membayar juga 

dipandang sebagai upaya untuk mendorong distribusi pendapatan. Hal ini 

tercapai ketika lebih banyak pendapatan dikumpulkan dari masyarakat 

berpenghasilan tinggi dan dibelanjakan untuk mendanai fasilitas-fasilitas 

penting yang paling dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
209

 

4. Kelebihan teori daya pikul dalam pemungutan pajak 

Kelebihan utama teori daya pikul (ability-to-pay theory) dalam 

pemungutan pajak adalah penekanannya pada asas keadilan dan 

kemampuan ekonomi wajib pajak. Teori ini menyatakan bahwa beban 

pajak dibagi berdasarkan daya pikul masing-masing wajib pajak. Daya 

pikul dalam hal ini adalah kekuatan ekonomi masing-masing warga negara 

untuk mengurus kebutuhan ekonominya.
210

 

 Prinsip keadilan dalam sistem pajak sudah sejak lama menjadi 

diskusi pada area filsafat dan politik ekonomi. Sebagai konsep yang 
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abstrak penuh perdebatan, dan kerap dipandang subjektif, keadilan 

kemudian dilekatkan dalam konteks yang lebih rill, yaitu benefit principle 

dan ability to pay. Benefit principle berdiri diatas pemahaman bahwa 

seseorang membayar pungutan kepada pemerintah atas manfaat yang 

diperoleh. Berbeda dengan benefit principle, prinsip ability to pay 

memandang beban pajak harus didistribusikan secara tepat berdasarkan 

pada kemapuan untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Kedua 

prinsip tersebut kemudian tercermin dalam jargon keadilan horizontal dan 

keadilan vertikal. Keadilan berarti seseorang yang memiliki kondisi 

ekonomi relevan yang sama seharusnya menerima perlakuan pajak dan 

membayar beban pajak yang sama. Dengan kata lain, dalam situasi 

ekonomirelevan yang sama, adanya perbedaan perlakuan dan beban pajak 

membutuhkan justifikasi yang kuat. Disisi lain keadilan vertikal merujuk 

pada perbedaan perlakuan dan beban pajak apabila terdapat perbedaan 

situasi ekonomi yang relevan. Pandangan ini kerap diterjemahkan pada 

beban pajak yang makin tinggi seiring dengan peningkatan penghasilan 

dan kesejahteraan seseorang. Keadilan vertika merupakan prinsip dibalik 

adanya pengenaan pajak yang bersifat progresif.
211

 

Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai kemudahan 

kepada masyarakat untuk membayar pajak. Wajib pajak diberikan 

kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan 

membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar (self 
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assessment). Asas pemungutan pajak di Indonesia sudah berlandaskan 

keadilan dengan menganut asas equality, yaitu pemungutan pajak yang 

dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib 

pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib 

pajak.
212

 

5. Kelemahan teori daya pikul dalam pemungutan pajak 

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan memberikan definisi: “Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mengingat 

pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara maka dibutuhkan 

suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut 

hukum pajak. Secara umum, hukum pajak adalah kumpulan peraturan 

yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan 

rakyat sebagai pembayar pajak, didalamnya mengatur hak dan kewajiban 

masing-masing pihak.
213

 

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, 

wewenang pemungut, maupun sifatnya: Menurut sifatnya, pajak dapat 

dibedakan menjadi 2, Pertama; Pajak Subyektif adalah pajak yang 
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memperhatikan kondisi/keadaan Wajin Pajak. Dalam menentukan 

pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan 

keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan 

Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum, 

contoh: Pajak Penghasilan. 

Kedua; Pajak Obyektif adalah pajak yang pada awalnya 

memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, 

kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi 

dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya 

memperhatikan objeknya saja.
214

 

Teori gaya pikul, yang menjadi pokok pangkal teori ini pun adalah 

asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap 

orang. Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai 

dengan kekuatan membayar dari siwajib pajak (individu-individu) jadi 

tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pukul si wajib pajak 

dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaanya, juga 

pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut. Kekuatan untuk menyerahkan 

uang kepada negara barulah ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk 

hidup sudah tersedia. Kelemahan dari teori ini adalah sulitnya menentukan 

secara tepat daya pikul seseorang, karena akan berbeda dan selalu 

berubah-ubah. Teori daya pikul ini ditetapkan dalam pajak penghasilan, 
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dimana wajib pajak baru dikenakan pajak penghasilan bila diperoleh 

penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
215

 

6. Relevansi teori daya pikul menghadapi fenomena Thin Capitalization 

dalam pemungutan pajak 

Meski dijelaskan berbagai teori tentang dasar pemungutan pajak, 

pembayaran pajak umumnya telah dianggap sebagai sebuah beban, 

ketimbang sebagai sebuah kewajiban apalagi sebuah kesadaran bahwa 

pemungutan pajak memang perlu didukung. Hal ini antara lain disebabkan 

karena tidak adanya kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh 

pembayar pajak. Teori yang menjadi “dasar” bagi negara untuk 

pemenuhan pajak, salah satunya adalah teori gaya Pikul, teori ini 

berpangkal dari azas keadilan yaitu bahwa tiap orang dikenakan pajak 

dengan bobot yang sama. Pajak yang dibayar adalah menurut gaya pikul 

dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran sesorang. Kekuatan 

(Gaya Pikul) untuk membayar pajak baru ada setelah terpenuhinya 

kebutuhan primer seseorang. Dalam Pajak Penghasilan kita kenal konsep 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila seseorang berpenghasilan di 

bawah PTKP berarti gaya pikulnya tidak ada sehingga ia tidak harus 

membayar pajak. Teori ini lebih menekankan unsur kemampuan seseorang 

dan rasa keadilan.
216
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Pendanaan dalam suatu perusahaan dimungkinkan dilakukan 

melalui dua cara yaitu melalui utang (debt) ataupun modal (equity). 

Sedangkan untuk menentukan metode paling sesuai dari kedua metode 

tersebut tentu dibutuhkan pemahaman yang memadai terhadap implikasi 

perpajakannya. Thin Capitalization sendiri sering dimaksudkan pada 

situasi di mana perusahaan melakukan pendanaan melalui tingkat utang 

yang tinggi dibandingkan modal yang dimiliki atau sering disebut “highly 

leveraged”. Aturan Thin Capitalization secara umum memiliki dua 

pendekatan yang dapat dilakukan yaitu melalui pembatasan jumlah utang 

(debt limitation) yang berpengaruh terhadap jumlah beban bunga yang 

dapat dikurangkan serta melalui pembatasan jumlah bunga (interest 

limitation) yang dapat dikurangkan dengan referensi rasio dari bunga 

terhadap variable lain. Jenis pendekatan yang pertama dapat dibagi 

menjadi dua jenis yaitu melalui pendekatan Arm’s Length dan pendekatan 

rasio/Debt to Equity Ratio (DER). Indonesia sendiri saat ini memiliki 

aturan Thin Capitalization yang berpedoman pada pendekatan pertama 

yaitu melalui Arm’s length test untuk menentukan jumlah utang bagi 

entitas yang memiliki hubungan istimewa dan DER untuk menentukan 

jumlah utang maksimal yang dapat diperhitungkan sebagai biaya.
217

 

Debt to Equity Ratio (DER) sendiri merupakan aturan yang paling 

umum digunakan oleh mayoritas negara di dunia dalam menghadapi upaya 

Thin Capitalization. Kesederhanaan dalam penggunaan DER mungkin 
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menjadi salah satu alasan banyak negara menggunakan aturan ini sebagai 

Thin Capitalization Rule. OECD dalam laporan akhir BEPS Action 4 tidak 

merekomendasikan penggunaan DER sebagai Thin Capitalization Rule, 

mereka lebih merekomendasikan penggunaan pendekatan yang kedua 

yaitu melalui interest limitation atau lebih sering disebut pendekatan 

“earning stripping”. Pendekatan ini menggunakan rasio untuk 

menentukan seberapa besarnya biaya bunga yang dapat di kurangkan dari 

jumlah pendapatan, rasio tersebut berasal dari perbandingan bunga dengan 

EBIT/EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and 

Amortization).
218

 Dengan demikian, teori daya pikul memiliki relevansi 

yang kuat dan mendasar dalam menghadapi fenomena thin capitalization 

dalam pemungutan pajak. Relevansi ini terutama terkait dengan prinsip 

keadilan dalam pembebanan pajak dan upaya mencegah penghindaran 

pajak yang merugikan penerimaan negara. Asas keadilan, dalam mencari 

keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar 

supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata.
219

 

Arnold dan McIntyre (1995) menyebutkan bahwa penghindaran 

pajak (tax avoidance) merupakan upaya penghindaran atau penghematan 

pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan 

(lawful fashion). Tax avoidance harus dibedakan dari tax evasion 
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(penyelundupan pajak) yang secara umum bersifat ilegal dan mencakup 

perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak 

atau perbuatan melanggar hukum (fraud) lainnya. Walaupun secara legal 

dapat dibedakan, namun secara ekonomis baikperencanaan pajak melalui 

tax avoidance maupun tax evasion sama-samaberakibat berkurangnya 

penerimaan pajak. Rekayasa atas transaksi-transaksi yang berpotensi 

meminimalkan beban pajak untuk memperoleh penghematan pajak 

merupakan perencanaan pajak. Secara konseptual, penghindaran pajak 

meliputi baik pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan 

penangguhannya. Penghematan pajak, dapat diperoleh dari perencanaan 

pajak dengan melibatkan beberapa konsep (tax saving) seperti 

pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, 

maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, 

penundaan objek pajak, strukturisasi transasksi kena pajak menjadi tidak 

kena pajak.
220

 

7. Teori daya pikul untuk memanifestasikan keadilan pajak dalam 

menghadapi fenomena Thin Capitalization 

Teori daya pikul mengusulkan supaya dalam hal pemungutan pajak 

pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak. Teori ini menganut 

bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang 

diberikan oleh negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan 

harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya, biaya ini 
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dipikul oleh orang yang menikmati perlindungan itu, berupa pajak. Pokok 

pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama 

beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipikul menurut daya pikulnya 

dan berbagai ukurannya, dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan 

dan kekayaan juga pengeluaran atau perbelanjaan seseorang. Teori ini 

sampai kini masih dipertahankan. Mengingat teori daya pikul merupakan 

pembebanan pajak itu harus sama beratnya untuk setiap orang sesuai 

dengan daya pikulnya masing-masing, dengan demikian pemungutan pajak 

harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu) jadi 

tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak 

dengan memperhatikan besarnya penghasilan dan kekayaan, juga 

pengeluaran belanja Wajib Pajak.
221

 Fondasi penegakan hukum pajak 

didasarkan kepada UU Perpajakan. Adam Smith menyebut syarat 

pemungutan pajak yang baik harus memenuhi empat asas, yakni kesamaan 

(equality) dan keadilan (equity), kepastian hukum (certainty), tepat waktu 

(convenient of payment), dan economic of collection. Suatu kebijakan 

dikatakan adil bila terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib 

pajak dan fiscus.
222

 Selain itu, kekuatan Gaya Pikul untuk membayar atau 

memenuhi pajak baru dilakukan setelah kebutuhan pokok seseorang telah 

terpenuhi. 
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Dalam konteks Undang-Undang PPh asas minimum kehidupan 

sebagaimana dimaksud tersebut biasa disebut dengan Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP). Apabila seseorang punya penghasilan dibawah PTKP 

berarti orang tersebut tidak wajib membayar pajak, gaya pikulnya untuk 

membayar pajak sama dengan nihil. Namun jika Penghasilan Tidak Kena 

Pajaknya diatas PTKP barulah wajib pajak diwajibkan harus membayar 

pajak yang sudah dihitung sesuai dengan ketentuan berdasarkan asas 

keadilan yang ditentukan dalam UndangUndang PPh. Berdasarkan hal 

diatas kekuatan Gaya Pikul lebih meringankan beban seseorang yang 

diberikan oleh pemerintah, dikarenakan teori ini sangat mengedepankan 

asas keadilan, hal ini sangat mendasar untuk memaksimalkan konsep Gaya 

Pikul dimana Undang-Undang PPh memberikan peluang untuk masyarakat 

kurang mampu dapat tidak membayarkan pajak penghasilannya yang 

kurang dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
223

 Teori daya 

pikul (ability to pay principle) memanifestasikan keadilan pajak dalam 

menghadapi fenomena thin capitalization dengan memastikan bahwa 

beban pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan ekonomi riil wajib 

pajak, dan mencegah praktik penghindaran pajak yang mengurangi daya 

pikul kena pajak yang sebenarnya. 
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C. Pengaturan yang Ideal Thin Capitalization dimasa yang akan Datang 

1. Kelemahan dan kekurangan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur Thin Capitalization 

Pengaturan thin capitalization dalam hukum perpajakan Indonesia 

memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan yang jauh dari memadai 

bahkan mengandung kelemahan dan kekuranagn hukum pajak Indonesia. 

a. Tidak Ada Kepastian Hukum 

Pasal 18 ayat 1 UU PPh memberikan amanat kepada Menteri 

Keuangan untuk menetapkan perbandingan antara utang dan modal. 

Namun sampai dengan saat ini, belum ada aturan pelaksana yang 

berlaku merujuk kepada tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan 

hukum positif sebagaimana dibahas sebelumnya pada Bab I. Dalam 

teori hukum positif yang diperkenalkan oleh John Austin menganut 

pendapat bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang 

tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk 

membuat hukum. Orang-orang tertentu itu adalah para penguasa (law 

is a command of the lawgivers). Hukum yang bertujuan memberikan 

kepastian hukum. Bila diabaikan, akibat lebih jauh dari ketidakpastian 

hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak. 

Kepastian hukum ini juga berlaku dalam hukum pajak.
224
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Hukum pajak menganut teori Adam Smith tentang certainty yang 

berkaitan dengan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Hukum 

Pajak sebagai hukum positif merupakan bagian dari hukum nasional 

yang berlaku dengan memiliki sumber hukum. Akan tetapi sumber 

hukum yang dimiliki hukum pajak hanya bersumber pad sumber 

hukum tertulis yang berkaitan dengan bidang perpajakan bukan pada 

kebiasaan yang berlaku dalam dunia bisnis. Keberadaan hukum pajak 

hanya didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan 

sebagai produk legislatif dan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif dan 

yudikatif dalam rangka penegakannya. Berkaitan dengan peraturan 

thin capitalization, Pemerintah belum memilki peraturan pelaksana 

Pasal 18 ayat 1 sebagai amanat dari undangundang dan peraturan 

teknis pelaksanaan Pasal 3a Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Tidak 

adanya peraturan ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan 

hukum untuk memastikan kewajaran pada transaksi thin 

capitalization.
225

 

Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 10 Agustus 1984 yang tentang 

Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan Modal Sendiri Untuk 

Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan sebenarnya merupakan 

peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU PPh ini. 
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Namun Pada tahun 2005, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 254/KMK.04/1985 

tanggal 03 Agustus 1985 yang menunda keputusan tersebut sampai 

batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan penundaan ini, maka 

sampai saat ini Indonesia tidak memiliki ketentuan yang mengatur 

tentang perbandingan antara hutang dan modal (Debt Equity Ratio) 

sebagai peraturan pelaksana transaksi thin capitalization.
226

 

Hal ini justru akan mengakibatkan lemahnya penegakan hukum 

oleh otoritas pajak dan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak dalam 

menilai kewajaran dalam transaksi thin capitalazition ini. Mengingat 

banyak negara telah mengatur secara tegas transaksi ini karena rawan 

dipergunakan untuk menghindari pajak dan dapat berakibat banyak 

potensi penerimaan negara yang hilang, maka seharusnya pemerintah 

segera bertindak untuk mengeluarkan regulasi tersebut. Sesuai dengan 

asas legalitas, maka penegakan hukum pajak tidak dapat dilakukan 

bila tidak ada aturan yang menjadi dasar penegakan hukum tersebut. 

Pengaturan thin capitalizatioin ini seharusnya juga mengikuti tata 

urutan perundangan yang berlaku agar tidak menjadi lemah dalam 

penegakannya.
227
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b. Tidak Mengikuti Hierarki Perundang-undangan 

Penerbitan Peraturan pelaksana thin capitalization yang tidak 

mengikuti tata urutan perundang-undangan yang berlaku akan 

mengalami kendala dari sisi legalitas. Dalam hukum terdapat adagium 

lex superiori derogate lex inferiori1. Artinya Peraturan/UU yang lebih 

tinggi mengesampingkan peraturan/UU yang rendah. Hukum pajak 

merupakan lex specialist sehingga tidak boleh bertentangan dengan 

norma hukum diatasnya. Begitu pula dalam pengaturan thin 

capitalization ini, seharusnya juga mengikuti hirarki hukum yang ada 

dan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar hukum yang 

berlaku di Indonesia.
228

 

Berdasarkan amandemen ketiga konstitusi menyatakan terjadi 

perubahan paradigma hukum pajak, yaitu pada Pasal 23 ayat 2 UUD 

1945 yang sebelum amandemen mengatur: 

“Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan 

Undangundang.”  

Setelah dilakukan amandemen menjadi Pasal 23A yang 

berbunyi:  

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan undang-undang.” 

 

Sesuai dengan paradigma baru hukum pajak tersebut diatas, 

maka seluruh pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus 

diatur dengan undang-undang. Mengingat dinamika bisnis yang 

berubah dengan cepat, maka peraturan yang bersifat teknis dapat 
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diatur melalui peraturan pelaksana mengikuti hirarki peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
229

 

Hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai 

Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan adalah:  

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

ii. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 

UndangUndang;  

iii. Peraturan Pemerintah, 

iv. Peraturan Presiden; dan  

v. Peraturan Daerah. 

 

Berdasarkan hirarki perundang-undangan diatas, maka 

seharusnya peraturan pelaksana untuk mengatur secara teknis praktik 

thin capitalization yang seharusnya diamanatkan UU Pajak 

Penghasilan adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. 

Amanat Pasal 18 ayat 1 UU PPh untuk memberikan kewenangan 

Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Menteri dalam 

rangka mengatur thin capitalizationmenyimpang dari kaidah 

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Lebih jauh, 

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Pajak 

Nomor Per-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan 

Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak 

Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Keputusan Direktur Kep-

01/PJ./1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib 
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Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa tidak termasuk dalam 

hirarki perundang-undangan. Peraturan-peraturan pelaksana ini akan 

mengalami kendala legalitas bila dijadikan peraturan pelaksana 

ketentuan thin capitalization. Kendala-kendala ini akan 

mengakibatkan penerapan pengaturan transaksi thin capitalization 

menjadi tidak efektif baik dari sisi administrasi pajak maupun Wajib 

Pajak, sehingga ‘celah’ ini tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-

perusahaan multinasional untuk menghindari PPh Badan di 

Indonesia.
230

 

2. Pembaharuan yang ideal terhadap peraturan perundangan-undangan 

terkait Thin Capitalization 

Dibandingkan dengan beberapa negara lain, pengaturan thin 

capitalization dalam ukum Indonesia sangat lemah dan jauh dari memadai. 

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, United Kingdom/Inggris, 

Luxembourg, China, Perancis, Belgia, Kanada, Spanyol, Rusia, dan 

Jerman mengadopsi thin capitalization rule dalam ketentuan perpajakan 

mereka. Dalam peraturan thin capitalization beberapa negara membuat 

pendekatan untuk menentukan kewajaran transaksi pendanaan melalui 

utang oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hampir sebagian 

besar negara seperti Amerika, Jerman, Luxembourg, Spanyol, dan 

sebagainya memilih mempergunakan pendekatan Rasio tetap antara utang 

dan modal. Sedangkan negara Inggris memilih pendekatan kewajaran 
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transaksi. Hal berbeda dilakukan oleh China yang memilih 

mengkombinasikan dari kedua pendekatan tersebut.
231

 

Dalam Pembaharuan ideal terhadap peraturan perundang-undangan 

terkait thin capitalization di Indonesia melibatkan pergeseran dari 

pendekatan rasio utang terhadap ekuitas (DER) yang kaku menuju aturan 

pembatasan biaya bunga (interest limitation rules) yang lebih 

komprehensif, sesuai dengan rekomendasi global (OECD BEPS Action 

Plan 4). Dalam prinsip netralitas dalam pajak sangat penting dalam 

mengurangi distorsi ekonomi akibat penyimpangan motif perilaku oleh 

para pelaku usaha dalam membuat keputusan bisnisnya. Namun, 

kurangnya koordinasi dalam konteks pajak internasional yang disebabkan 

oleh tarif pajak dan sistem yang berbeda-beda antar yuridiksi tidak jarang 

menyebabkan sulitnya pengaplikasian prinsip netralitas. Salah satu 

contohnya adalah Tindakan pengurangan basis dan pengalihan laba (base 

erosion and profit shifting/BEPS). Tindakan BEPS ini mengubah struktur 

pendanaan suatu perusahanan multinasional yang disesuaikan dengan 

ketentuan pajak yang berlaku maisng-masing batas yuridiksi, trmpat 

berlangsungnya aktivitas bisnis Perusahaan tersebut. salah satu 

rekomendasi OECD untuk menyiasati hal tersebut Adalah dengan 

melakukan penggantian thin capitalization rules, peraturan yang memuat 

Batasan rasio utang terhadap ekuitas menjadi peraturan yang membatasi 
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pengurangan bayar pajak dengan memanfaatkan bunga pinjaman.
232

 Selain 

itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai thin 

capitalization, dalam penerbitan peraturan pelaksananya tidak mengikuti 

tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mengalami 

kendala dalam sisi legalitas. Dalam hukum terdapat adagium lex superiori 

derogate lex inferiori. Artinya Peraturan/UU yang lebih tinggi 

mengesampingkan peraturan/UU yang rendah. Hukum pajak merupakan 

lex specialist sehingga tidak boleh bertentangan dengan norma hukum 

diatasnya. Begitu pula dalam pengaturan thin capitalization ini, seharusnya 

juga mengikuti hirarki hukum yang ada dan tidak boleh bertentangan 

dengan norma dasar hukum yang berlaku di Indonesia.
233

 

3. Peranan hukum islam tergadap pembaharuan yang idela terhadap 

peraturan perundang-undangan terkait Thin Capitalization 

Thin Capitalization adalah strategi penghindaran pajak dengan 

struktur modal yang utangnya lebih besar dari ekuitas, karena bunga utang 

dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga pajak terutang. 

Banyak Perusahaan memilih strategi thin capitalization untuk menekankan 

kewajiban pajak dengan mengutamakan pembayaran bunga pinjaman, 

karena Bungan tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, 

sehingga mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Perusahaan yang 
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cenderung bertumpu secara berlebihan pada utang khusunya yang 

mengandung unsur riba. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah yang menjunjung tinggi keseimbangan dalam struktur permodalan, 

larangan terhadap praktik riba, serta pentingnya keadilan dan tanggung 

jawab dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, Perusahaan yang 

berlandaskan nilai-nilai islam dianjurkan untuk menjaga komposisi modal 

sendiri yang proporsional dan memanfaatkannpembiayaan utang secara 

hati-hati sesuai prinsip syariah.
234

 

Dalam perspektif islam, penghindaran pajak dipandang sebagai 

perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum syariah karena berpotensi 

mengandung niat yang tidak baik serta merugikan negara. Tindakan tidak 

membayar pajak, terutama jika didorong oleh penghindaran pajak yang 

oportunistik, dianggap sebagai perbuatan dosa. Dalam etika bisnis islam, 

penghindaran pajak ini melanggar pilar-pilar seperti kejujuran, kesadaran 

sosial, keadilan, niat baik, dan amanah. Sehingga dianggap sebagai 

tindakan yang tidak rasional dalam pandangan islam. Selain itu, meskipun 

perilaku ini tidak terpantau oleh pihak otoritas pajak, allah tetap 

mengetahui perbuatan itu, bahkan apa yang tersembunyi didalam hati, 
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termasuk niat buruk yang belum diwujudkan.
235

 Hal ini sejalan dengan 

kandungan QS. Al-Hasyr ayat 18 

اَ َيُّه يۡنَْ يٰٓا ِ َّقُوا آمَنوُۡا الذَّ َْ ات ْنـَ وَلتۡـَنۡظُرْۡ الّلٓ ا فۡس  مَتْۡ مَّ َّقُوا ْۗ  لِغدَْ  قدََّ َْ وَات َْ اِنَّْ ْۗ الّلٓ  بِمَا خَبِيۡرْ الّلٓ

 ٨١  ْتعَۡمَلوُۡنَْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada 

Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 

kerjakan. 

 

Ayat diatas menjelaskan pentingnya ketakwaan dan kesadarn akan 

pertanggungjawaban diakhirat atas segala perbuatan. Dalam konteks 

penghindaran pajak, ayat ini mengingatkan bahwa meskipun tindakan 

tersebut legal secara hukum, secara moral dan spiritual seorang Muslim 

tetap wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial dan 

amanah publik.
236

 Dalam pandangan Islam, niat (itikad) menjadi dasar 

utama dalam setiap perbuatan. Oleh karena itu, penghindaran pajak 

menunjukkan adanya niat yang tidak baik dari wajib pajakdalam   

menjalankan   kewajiban   perpajakannya. Dampaknya   yaitu, 

Menurunnya penerimaan  negara  dari  sektor  pajak,  yang  pada  akhirnya  

dapat  membahayakan  stabilitas keuangan  negara, Timbulnya  

ketidakadilan  dalam  sistem  perpajakan,  di  mana  beban  pajak menjadi  
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tidak  merata.Wajib pajak  yang  jujur  dan  taat justru  menanggung  

kekurangan  dari mereka    yang    menghindari    pajak.Terganggunya    

kepentingan    masyarakat,karena berkurangnya   anggaran   negara   dapat   

menyebabkan   berbagai   program   dan   rencana pembangunan  yang  

bermanfaat  menjadi  terbengkalai.Kemerosotan  akhlak  masyarakat, 

karena maraknya praktik penipuan, hilangnya kejujuran, serta melemahnya 

solidaritas sosial antar Masyarakat akibat jiwa yang telah rusak.
237

 

Dalam fatwa dari beberapa lembaga fatwa kontemporer, seperti Al-

Azhar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah memberikan fatwa yang 

menyatakan bahwa pajak dalam konteks modern pajak pada dasarnya 

halal, asalkan ia diterapkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan 

digunakan untuk kepentingan umum. Islam mengajarkan bahwa beban 

ekonomi harus dipikul berdasarkan kemampuan (Qs. Al-Baqarah: 286), 

sehingga pajak yang adil lebih cenderung dianggap halal. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa pajak diperbolehkan dalam perspektif Islam 

sebagaimana dikukuhkan oleh para ulama.
238

 Adapun tujuan utama hukum 

Islam adalah menegakkan keadilan, menciptakan kemaslahatan, dan 

menghindarkan manusia dari kemudaratan.
239
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Dengan demikian, hukum Islam memiliki peran signifikan dalam 

pembaharuan yang ideal terhadap peraturan perundang-undangan terkait 

thin capitalization di Indonesia dengan menekankan prinsip keadilan, 

kemaslahatan umum, dan penghindaran unsur riba serta praktik 

penghindaran pajak yang tidak etis. 

4. Filosofi Pembaharuan yang ideal terhadap peraturan perundangan-

undangan terkait Thin Capitalization 

Thin capitalization sering disebut juga debt shifting, karena 

perusahaan dengan struktur modal yang tipis (thinly capitalized) 

cenderung menggunakan utang dalam jumlah yang lebih besar 

dibandingkan modal sendiri untuk mendanai operasi bisnisnya.
240

 Thin 

capitalization ialah suatu praktik mengelola struktur permodalan 

perusahaan dengan cara memperbesar tingkat pinjaman dibandingkan 

dengan ekuitas.
241

 Thin capitalization menurut hukum pajak di Indonesia 

memang masih dikategorikan sebagai praktik penghindaran pajak, yang 

artinya sah secara hukum untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan peraturan 

perpajakan memang belum secara komprehensif mengatur mengenai thin 

capitalization. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang secara khusus 

mengatur mengenai hal tersebut pun belum dijalankan secara keseluruhan. 
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Belum ada pengaturan yang jelas mengenai nilai kewajaran dan kelaziman 

usaha yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, yang 

mana kemudian pejabat pajak harus melakukan analisa secara kasuistis.
242

 

Filosofi pembaharuan yang ideal terhadap peraturan perundang-

undangan terkait thin capitalization bertumpu pada keseimbangan antara 

pencegahan penghindaran pajak dan penciptaan iklim investasi yang 

kondusif, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip perpajakan yang adil 

dan efektif. Secara konseptual, penghindaran pajak meliputi baik 

pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan 

penangguhannya. Penghematan pajak, dapat diperoleh dari perencanaan 

pajak dengan melibatkan beberapa konsep (tax saving) seperti 

pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, 

maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, 

penundaan objek pajak, strukturisasi transasksi kena pajak menjadi tidak 

kena pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan multinasional 

mempunyai banyak kesempatan dibanding dengan perusahaan domestik 

karena mempunyai fleksibilitas geografis dalam menempatkan sumber 

daya ekonomis sesuai dengan sistem produksi dan distribusi. Fleksibilitas 

geografis ini menawarkan berbagai kesempatan memanfaatkan perbedaan 

jurisdiksi pajak antar negara untuk minimalisasi total beban pajak global 

perusahaan. Penggeseran penghasilan (atau objek pajak) dan biaya melalui 
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rekayasa internal antar anggota Perusahaan multinasional juga berpotensi 

meminimalkan beban pajak global. Demikian juga transaksi internasional 

memberikan banyak kemungkinan kesempatan penghindaran dan 

perencanaan pajak, yaitu salah satunya melalui thin capitalization.
243

   

Selain itu, perlu disadari bahwa secara praktik, thin capitalization 

ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh 

investor karena praktiknya yang kerap dilakukan oleh perusahaan grup 

multinasional yang melakukan investasi di Indonesia dengan membentuk 

perusahaan anak. Artinya ketika investor melakukan kegiatan investasi di 

Indonesia maka timbullah kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan 

hukum investasi Indonesia, yang meliputi (khususnya) untuk menerapkan 

prinsip good corporate governance (GCG) dan mematuhi semua ketentuan 

peraturan perundangundangan. Secara prinsip GCG, thin capitalization 

merupakan bentuk penyimpangan prinsip dasar GCG yaitu peran negara, 

dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan situasi kondusif untuk 

melaksanakan GCG, asas-asas GCG, dan etika bisnis dan pedoman 

perilaku.
244
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terhadap keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan telah 

dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Secara aturan Thin Capitalization adalah kondisi ketika perusahaan 

mendapat pendanaan lebih tinggi utang daripada modalnya, Keberadaan 

Thin Capitalization diakui saat ini dan telah diatur dalam Pasal 2 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK. 

010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan 

Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan 

yang pada intinya besaran perbandingan antara utang dan modal 

ditetapkan paling tinggi adalah sebesar empat dibanding satu (4: 1). 

2. Pemberlakuan Thin Capitalization saat ini sering disalahgunakan oleh 

para objek pajak dengan memperbesar hutang dari pada modal, hal ini 

kemudian tidak sesuai dengan konsep dasar yang diamanatkan oleh Teori 

Daya Pikul (ability to pay principle) yang menjadi salah satu dasar bahwa 

beban pajak harusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib 

pajak dan pemerintah wajib untuk memastikan bahwa pemungutan pajak 

dijalankan dengan prinsip keadilan 

3. Dilihat dari segi aturan perpajakan yang terlampau banyak sehingga 

menyebabkan inkonsistensi dan tidak adanya harmonisasi aturan, 

memberikan celah dalam pemungutan pajak, salah satunya adalah pada 
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objek pajak yang berupa Persero terbatas yang jelas-jelas membatasi 

modal masuk harus 50% (lima puluh persen) sedangkan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 memberikan kesempatan 

adanya perbandingan modal sebesar empat banding satu 

B. Saran 

Terhadap kesimpulan yang ada, maka dapat diberikan beberapa saran 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah melalui kemenetian Keuangan (Direktorat Jenderal 

Pajak) untuk mengkaji kembali peraturan perundang-undangan terkait 

dengan pemungutan pajak khususnya mencabut Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 sehingga rasio Thin 

Capitalization tidak lagi dapat digunakan untuk upaya penghindaran 

pajak, mengingat dalam UU Perseroan telah jelas di atur besaran modal 

yang harus dibayar oleh perseoran. 

2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk 

mencabut keseluruhan Undang-Undang Perpajakan agar menjadi satu 

Undang-Undang agar terjadi Harmonisasi aturan khususnya pada sektor 

perpajakan. 
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